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Abstrak 

Perwitiningsih. 2015. Pelaksanaan Sidang Di Luar Gedung Pengadilan 

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di 

Pengadilan (Studi Kasus Sidang Di Luar Gedung Pengadilan Di Pengadilan 

Agama Purwodadi). Skripsi Bagian Hukum Perdata Dagang. Fakultas Hukum 

Universitas Negeri Semarang. Dosen Pembimbing Dian Latifiani, S.H., M.H. 

Kata kunci : Layanan hukum, Sidang di luar gedung pengadilan (sidang keliling), 

hukum acara perdata. 

Sidang keliling, atau sidang di luar gedung pengadilan merupakan salah 

satu penjabaran dari acces to justice yang dilaksanakan untuk membantu para 

pencari keadilan yang mengalami kesulitan datang ke pengadilan karena 

terkendala oleh kondisi geografis, transportasi, sosial maupun ekonomi. Pada 

kenyataan di lapangan, terdapat kekeliruan dalam pelaksanaan sidang keliling, 

yang justru mempersulit masyarakat. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik 

menulis skripsi dengan rumusan masalah sebagai berikut : (1) Bagaimana 

pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan berdasarkan Peraturan Mahkamah 

Agung Nomor 1 Tahun 2014 di Pengadilan Agama Purwodadi? (2) 

Bagaimanakah permasalahan atau kendala dan upaya penyelesaian yang dihadapi 

Pengadilan Agama Purwodadi dalam melaksanakan sidang di luar gedung 

pengadilan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014? 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan 

pendekatan yuridis empiris. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode wawancara, dokumentasi, dan observasi. Tolok ukur 

validitas data dalam penelitian ini menggunakan metode triangulasi. Analisis data 

menggunakan metode deskriptif analisis. 

Hasil dari penelitian ini adalah : (1) Pelaksanaan sidang di luar gedung 

pengadilan oleh Pengadilan Agama Purwodadi dilaksanakan setiap hari jumat 

pada bulan tertentu, yang setiap tahunnya berpindah lokasi sidang. Hukum acara 

dalam sidang di luar gedung pengadilan sama dengan hukum acara biasa, yang 

membedakan hanya pada pelayanan hukumya, yang mana pihak Pengadilan 

Agama Purwodadi yang datang ke lokasi terdekat dengan domisili para pihak. (2) 

Permasalahan yang di hadapi dalam pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan 

adalah adanya kekeliruan dalam penetapan lokasi sidang pada tahun anggaran 

2014, sedangkan kendala yang dihadapi oleh Pengadilan Agama Purwodadi dalam 

pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan adalah kesulitan dalam proses 

pemanggilan perkara tabayun serta para pihak sering telat karena belum 

mengetahui lokasi pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan. Saran yang 

dapat Peneliti berikan adalah : (1) pergantian lokasi sidang dilakukan setiap dua 

bula sekali, bukan satu tahun sekali. (2) disediakan fasilitas prodeo, tabayun 

online, dan pemanggilan melalui nomor Handphone pihak, disamping melakukan 

pemanggilan secara patut. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sebagai negara hukum, sudah menjadi kewajiban Negara untuk menjamin 

Hak Asasi Manusia. Pelanggaran terhadap hak asasi tersebut bisa menjadi perkara 

antara pihak yang merasa dirugikan dan pihak yang melanggar. Perkara yang 

muncul tersebut tidak selalu bisa diselesaikan oleh kedua belah pihak, sehingga 

membutuhkan pihak ketiga. Pihak ketiga bisa berupa orang sebagai mediator juga 

dapat berupa Lembaga Peradilan. 

UUD 1945 Pasal 24 (2) menyebut “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh 

sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam 

lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan 

militer, lingkungan peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah 

Konstitusi”. Pasal 24 (2) UUD 1945 dilaksanakan oleh UU No. 48 Tahun 2009 

tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa badan peradilan yang berada 

dibawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan 

umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan Tata Usaha Negara. 

Lingkungan peradilan umum adalah Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, 

dan Mahkamah Agung. Lingkungan peradilan agama adalah Pengadilan Agama, 

Pengadilan Tinggi Agama, dan Mahkamah Agung. Lingkungan peradilan militer 

adalah Mahkamah militer, Mahkamah Militer Tinggi, dan Mahkamah Militer 

Agung yakni pada Mahkamah Agung. Lingkungan peradilan Tata Usaha Negara 
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adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi Tata Usaha 

Negara, dan Mahkamah Agung. (Rasyid, 1990 : 11-12) 

Peradilan Agama adalah Peradilan Negara yang sah, disamping sebagai 

Peradilan Khusus, yakni Peradilan Islam di Indonesia. Peradilan Agama diberi 

wewenang oleh peraturan perundang-undangan negara, untuk mewujudkan 

hukum material Islam dalam batas-batas kekuasaannya. Untuk melaksanakan 

tugas pokoknya dan fungsinya maka Peradilan Agama mempergunakan Acara 

yang terserak-serak dalam berbagai peraturan perundang-undangan, bahkan juga 

Acara dalam hukum tidak tertulis. Setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 

Tentang Peradilan Agama, maka Hukum Acara Peradilan Agama menjadi 

konkret. 

Tuntutan reformasi menghendaki perubahan pola fikir, sikap, budaya dan 

perilaku lembaga-lembaga publik, dari perilaku sebagai penguasa yang 

mengedepankan kekuasaannya terhadap mereka yang berada di bawah 

kekuasaannya menjadi perilaku sebagai pelayan yang baik bagi rakyat yang 

menjadi tanggung jawabnya. Kekuasaan bukanlah komoditi yang boleh 

dimanfaatkan untuk mencari keuntungan dan kewibawaan melainkan merupakan 

tanggung jawab dan peluang untuk memberi pelayanan yang terbaik kepada 

masyarakat. Demikian pula kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan. 

Berdasarkan hal tersebut diatas kemudian Mahkamah Agung mengeluarkan 

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 10 tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian 

Bantuan Hukum. Isi dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tersebut 
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diantaranya adalah terkait dengan Pos Bakum yaitu Pos Bantuan hukum kepada 

masyarakat yang tidak mampu; Permohonan pembebasan biaya perkara atau 

prodeo, serta biaya sidang di tempat sidang tetap (zitting plaatz). Adapun 

penyelenggaraan sidang keliling terdapat pada Lampiran B SEMA Nomor 10 

Tahun 2010. 

Sidang keliling, atau sidang diluar gedung pengadilan, merupakan salah satu 

penjabaran dari acces to justice, yang telah menjadi komitmen masyarakat hukum 

di banyak negara. Sidang keliling ini merupakan langkah untuk mendekatkan 

“pelayanan hukum dan keadilan” kepada masyarakat. Latar belakang adanya 

sidang keliling dikarenakan terbatasnya sarana prasarana, jarak tempuh yang jauh 

dan sulit untuk dilalui, tingginya biaya transportasi bagi para pencari keadilan 

dalam mencapai gedung pengadilan. Serta adanya kabupaten baru akibat 

pemekaran wilayah yang di daerahnya belum dibentuk Pengadilan Agama/ 

Mahkamah Syar‟iyah.  

Sidang Keliling merupakan sidang yang dilakukan di luar pengadilan yang 

berlokasi di dalam wilayah hukum pengadilan dan berfungsi sebagai tempat 

sidang tetap. Serta membantu mereka yang secara geografis sulit menjangkau 

Pengadilan. Sehingga menurut Peneliti ini menjadi solusi yang bagus, karena 

memang beberapa perkara yang ada di dalam masyarakat hanya bisa diselesaikan 

melalui meja Pengadilan. 

Sidang keliling yang dilaksanakan oleh Pengadilan dalam kenyataannya 

mengalami banyak hambatan antara lain : 
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1. Adanya perbedaan normatif antara hukum acara beserta administrasi perkara 

dengan sistem penggunaan anggaran di dalam Daftar Isian Pelaksanaan 

Anggaran (DIPA); 

2. Adanya kesenjangan antara pagu di dalam DIPA dengan jumlah pencari 

keadilan yang membutuhkan pelayanan sidang keliling sehingga tidak 

menjangkau pencari keadilan lainnya; 

3. Jumlah anggota tim sidang keliling yang sangat terbatas akibat sistem 

anggaran di dalam DIPA yang sangat terbatas. 

Meskipun selama ini praktik sidang keliling telah banyak dilakukan oleh 

pengadilan, namun pedoman yang belum sesuai dengan perkembangan kebutuhan 

pelayanan hukum dan keadilan, baik mengenai persiapan, pelaksanaan, pelaporan, 

dan evaluasinya agar sidang keliling dapat dilaksanakan sesuai hukum acara 

dengan tetap memperhatikan tertib administrasi peradilan (Pola Bindalmin) dan 

Sistem Informasi Administrasi perkara Peradilan Agama (SIADPA). Untuk itulah 

perlu disusun pedoman sidang keliling yang baru di lingkungan Pengadilan 

Agama. 

Melalui berbagai pertimbangan, kemudian Mahkamah Agung mengeluarkan 

Peraturan Mahkamah Agung No.01 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian 

Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, sebelumnya 

pengaturan sidang keliling terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 

10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum. Perbedaan dari 

surat edaran sebelumnya ialah pada daya ikat Surat Edaran Mahkamah Agung 

(SEMA) yang pada dasarnya lebih ke internal Mahkamah Agung dan badan 
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peradilan di bawahnya. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) juga mengikat 

pihak-pihak lain yang berhubungan dengan Mahkamah Agung dan badan 

peradilan di bawahnya. Menurut Henry P. Panggabean, Surat Edaran Mahkamah 

Agung (SEMA) merupakan edaran pimpinan Mahkamah Agung ke seluruh 

jajaran peradilan yang berisi bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan yang 

lebih bersifat administrasi, sedangkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) 

adalah bentuk peraturan yang berisi ketentuan yang lebih bersifat hukum acara. 

(http://badilag.net/seputar-ditjen-badilag/seputar-ditjen-badilag/sema-102010-

diganti-dengan-perma-12014-prosedur-bantuan-hukum-di-pengadilan-

dipermudah-291: diakses pada 01 Oktober 2014 pukul 14.49). 

Sebagai bentuk tindak lanjut dari Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) 

tesebut diatas kemudian Lembaga Peradilan yang ada dibawahnya memberikan 

layanan bantuan hukum, membentuk Pos Bakum serta melakukan Sidang diluar 

gedung Pengadilan atau Sidang Keliling. Tidak semua Lembaga Peradilan 

melaksanakan ketiga program tersebut. Ada yang hanya melakukan pembentukan 

Pos Bakum tanpa melakukan Sidang Keliling, pun ada yang sebaliknya. 

Pada Pasal 18 (5) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 

2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak 

Mampu di Pengadilan, disebutkan beberapa tempat yang bisa digunakan untuk 

persidangan dengan syarat memenuhi dekorum ruang persidangan, tempat yang 

bisa diakses oleh penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak dan orang lanjut 

usia. Akan tetapi di dalam Pasal tersebut tidak disebutkan secara jelas kriteria 

mengenai tempat yang dapat diakses oleh disabilitas, perempuan, anak-anak dan 

http://badilag.net/seputar-ditjen-badilag/seputar-ditjen-badilag/sema-102010-diganti-dengan-perma-12014-prosedur-bantuan-hukum-di-pengadilan-dipermudah-291
http://badilag.net/seputar-ditjen-badilag/seputar-ditjen-badilag/sema-102010-diganti-dengan-perma-12014-prosedur-bantuan-hukum-di-pengadilan-dipermudah-291
http://badilag.net/seputar-ditjen-badilag/seputar-ditjen-badilag/sema-102010-diganti-dengan-perma-12014-prosedur-bantuan-hukum-di-pengadilan-dipermudah-291
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lanjut usia tersebut. Setelah peneliti melakukan observasi dan pengamatan pada 

pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan, tidak ada alat ataupun akses 

khusus yang disediakan bagi penyandang disabilitas. 

Penyelenggaraan sidang keliling seperti yang telah dijelaskan diatas 

bahwasanya penyelenggaraan sidang tersebut untuk memudahkan orang mencari 

keadilan. Sebagai contoh adalah pihak yang berperkara bertempat tinggal jauh 

dari pengadilan dan akses menuju pengadilan pun susah, maka sidang keliling 

menjadi solusi dari persoalan tersebut. Realitas di lapangan yang peneliti peroleh 

setelah observasi di Pengadilan Agama Purwodadi menunjukkan adanya 

permasalahan yang justru menyusahkan pihak yang berperkara. Peneliti 

menemukan adanya pihak yang seharusnya mendapatkan tempat sidang keliling 

di daerah sekitar tempat tinggalnya yaitu Purwodadi bagian timur (Wirosari), 

justru memperoleh tempat sidang di Purwodadi bagian barat (Gubug) yang jauh 

melampaui Pengadilan Agama Purwodadi. (Narasumber : Bagian Meja 1 

Pengadilan Agama Purwodadi). 

Berdasarkan uraian diatas kemudian Peneliti tertarik untuk menyusun 

skripsi dengan judul “Pelaksanaan Sidang Diluar Gedung Pengadilan 

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di 

Pengadilan (Studi Kasus Pelaksanaan Sidang di Luar Gedung Pengadilan di 

Pengadilan Agama Purwodadi)” 

Adapun perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah 

sebagai berikut : 
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Skripsi yang ditulis oleh Indah Umaroh yang berjudul Analisis Sidang 

Keliling Perkara Cerai Gugat Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Mojokerto 

menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) No.10 Tahun 2010. Skripsi ini 

membahas tentang bagaimana landasan Pengadilan Agama Mojokerto melakukan 

sidang keliling, bagaimana proses sidang keliling yang dilakukan di Pengadilan 

Agama Mojokerto dalam perkara cerai gugat, serta implikasinya terhadap 

meningkatnya angka perceraian di Mojokerto. 

Skripsi yang disusun oleh Azizah dengan judul Analisis Hukum Acara 

Pelaksanaan Sidang Keliling (Studi Kasus Sidang Keliling Di Pengadilan Agama 

Mungkid). Penelitian ini memfokuskan pada implementasi hukum acara pada 

pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Mungkid, dan tentang 

efektifitas pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Mungkid. 

Selanjutnya Tesis yang ditulis oleh saudari Fariha yang berjudul “Efektifitas 

Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Sistem Sidang Keliling di Pengadilan 

Agama Kabupaten Malang Jawa Timur”. Dari hasil penelitiannya menunjukkan 

bahwa: (1) efektifitas penyelesaian perkara perceraian melalui sistem sidang 

keliling di Pengadilan Agama Kabupaten Malang; (2) faktor yang mendukung di 

antaranya: tersedianya infrastruktur, sarana dan prasarana, lokasi lebih dekat, dan 

proses cepat; (3) relevansinya ialah bahwa sidang keliling dalam konteks perkara 

perceraian kurang sesuai, karena pada dasarnya perceraian itu dilarang. 

Sedangkan skripsi yang akan diteliti oleh peneliti jelas berbeda dari yang telah 

disebutkan diatas, skripsi disini lebih memfokuskan pada penyelenggaraan atau 

pelaksanaan sidang diluar gedung pengadilan, permasalahan atau kendala yang 
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dihadapi oleh Pengadilan Agama Purwodadi dalam melaksanakan sidang di luar 

gedung pengadilan. Di samping itu, peneliti menggunakan Dasar Hukum terbaru 

yakni Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di 

Pengadilan, serta lokasi yang Peneliti teliti berada di Pengadilan Agama 

Purwodadi. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas terdapat beberapa masalah yang muncul, 

adapun masalah-masalah tersebut dapat Peneliti identifikasikan sebagai berikut:  

1. Pertimbangan dalam pencarian lokasi sidang sesuai dengan syarat yang 

ditentukan. 

2. Tim sidang keliling yang sangat terbatas sehingga sedikit banyak menghambat 

proses persidangan. 

3. Adanya kekeliruan dalam pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan pada 

tahun anggaran 2014. 

4. Adanya hambatan dan kendala yang dihadapi oleh Pengadilan Agama 

Purwodadi dalam pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan. 

I.3 Pembatasan Masalah 

Dari beberapa masalah diatas, akan Peneliti batasi sebagai upaya untuk 

memfokuskan penelitian skripsi ini. Pada skripsi ini Peneliti akan membahas 

masalah yang terkait dengan: 
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1. Pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan di Pengadilan Agama 

Purwodadi. 

2. Permasalahan dan Kendala dalam pelaksanaan Sidang di luar gedung 

pengadilan di Pengadilan Agama Purwodadi. 

I.4 Rumusan Masalah 

Untuk memfokuskan penelitian pada skripsi ini, maka Peneliti tegaskan 

dalam rumusan masalah berikut ini:  

1. Bagaimanakah pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan berdasarkan 

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 di Pengadilan Agama 

Purwodadi? 

2. Bagaimanakah permasalahan atau kendala dan upaya penyelesaian yang 

dihadapi Pengadilan Agama Purwodadi dalam melaksanakan sidang di luar 

gedung pengadilan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 

2014? 

I.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan dimaksud untuk memberikan arah yang tepat dalam proses Penelitian 

dan pelaksanaan penelitian agar Peneliti dalam melaksanakan penelitian berjalan 

lancar sesuai dengan apa yang ingin Peneliti capai. Dalam penelitian ini Peneliti 

membuat tujuan menjadi dua kelompok : 

1.5.1 Tujuan Obyektif 

Berdasarkan rumusan sebelumnya, tujuan Peneliti melakukan penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 
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1. Untuk menganalisa pelaksanaan Sidang di Luar Gedung Pengadilan 

oleh Pengadilan Agama Purwodadi. 

2. Mendeskripsikan permasalahan yang dihadapi Pengadilan Agama 

Purwodadi dalam melaksanakan Sidang di Luar Gedung Pengadilan. 

1.5.2 Tujuan Subyektif 

1. Untuk memenuhi persyaratan formal bagi Peneliti dalam rangka 

memperoleh gelar sarjana Strata 1 pada program Studi Ilmu Hukum 

Universitas Negeri Semarang. 

2. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan serta masukan pemikiran 

dalam khasanah ilmu hukum terutama dalam bidang Hukum Acara 

Perdata yang dapat bermanfaat di kemudian hari 

1.6 Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini diharapkan hasilnya dapat memberikan manfaat yang 

diambil dari penelitian tersebut, karena besar kecilnya manfaat dari penelitian ini 

sangatlah berarti bagi Peneliti untuk menentukan nilai dari penelitian tersebut : 

1.6.1 Manfaat Secara Teoritis 

Adapun manfaat dari segi teoritis adalah sebagai berikut : 

1) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 

pengembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum acara 

perdata; dan 

2) Diharapkan dapat menambah pemahaman tentang pelaksanaan sidang di 

luar gedung pengadilan. 
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1.6.2 Manfaat Secara Praktis 

Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat membantu 

memberikan informasi kepada masyarakat. Bagaimana implementasi 

pemberian layanan hukum yang diberikan Pengadilan Agama Purwodadi 

bagi pencari keadilan, terutama dalam pelaksanaan sidang di luar gedung 

pengadilan. 

I.7 Sistematika Skripsi 

Skripsi ini terdiri dari tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian isi atau pokok 

dan bagian akhir. Bagian awal adalah bagian mulai dari sampul sampai dengan 

bagian sebelum bab pendahuluan yaitu daftar lampiran dan dalam bagian awal ini 

pembaca akan menemui sebuah abstrak yang berisi inti dari skripsi secara 

keseluruhan. Setelah itu mulai bab pendahuluan sampai dengan penutup 

merupakan bagian pokok, sedangkan bagian sesudah itu merupakan bagian akhir. 

Bagian isi skripsi terdiri atas : 

BAB 1:   Pendahuluan, bagian ini adalah bab pertama skripsi yang 

mengantarkan pembaca untuk mengetahui apa yang diteliti, 

mengapa dan untuk apa penelitian dilakukan. Terdapat uraian 

tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan 

masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan 

sistematika skripsi. 

BAB 2:   Tinjauan Pustaka, membahas landasan dan konsep-konsep serta 

teori-teori yang dijadikan landasan dalam penelitian yakni, 



12 

 

 

eksistensi peradilan agama, kekuasaan peradilan agama, pengertian 

hukum acara perdata agama, asas-asas peradilan agama, sumber 

hukum acara peradilan agama, gugatan/permohonan dan pihak-

pihak yang berperkara, mekanisme penerimaan perkara, 

pemeriksaan perkara dalam persidangan, pemberian layanan 

hukum bagi masyarakat tidak mampu. 

Bab 3:  Metode penelitian, bagian ini berisi jenis penelitian, pendekatan 

penelitian, sumber data penelitian, metode pengumpulan data, 

objektivitas dan keabsahan data, serta analisis data. 

Bab 4:  Hasil penelitian dan pembahasan, bagian ini berisi hasil penelitian 

sekaligus pembahasannya, yaitu terdiri dari 2 bagian; 1) 

pelaksanaan Sidang di Luar Gedung Pengadilan oleh Pengadilan 

Agama Purwodadi 2) permasalahan yang dihadapi Pengadilan 

Agama Purwodadi dalam melaksanakan Sidang di Luar Gedung 

Pengadilan. 

BAB 5:   Penutup, bagian ini merupakan bab terakhir yang berisi simpulan 

dan saran dari pembahasan yang diuraikan dalam bab empat. 

Bagian akhir skripsi, berisi tentang daftar pustaka dan lampiran. Daftar 

pustaka berisi keterangan sumber literatur sedangkan lampiran berisi data dan 

keterangan yang melengkapi uraian skripsi. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Eksistensi Peradilan Agama Dalam Sistem Tata Hukum Di 

Indonesia 

Negara hukum Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar 1945, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum 

merupakan hal penting dalam usaha mewujudkan perikehidupan yang aman, 

tentram, dan tertib dalam menata hidup berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, 

dan bernegara, sehingga untuk mewujudkan hal-hal tersebut dibutuhkan adanya 

lembaga penyelenggara kekuasaan kehakiman guna menegakkan hukum dan 

keadilan. Salah satu lembaga penegak hukum adalah badan-badan pengadilan di 

bawah kekuasaan Mahkamah Agung baik dalam hal pembinaan teknis yudisial 

maupun non teknis yudisial (organisasi, administrasi dan finansial). 

Pasal 24 (2) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan : Kekuasaan 

kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang 

berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan 

agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan Tata Usaha Negara, 

dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Berbagai lingkungan badan peradilan 

tersebut dapat dibedakan menjadi 2 (dua) kategori besar, yaitu badan peradilan 

umum dan badan peradilan khusus. 
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Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara 

merupakan badan peradilan khusus karena, pertama, mengadili perkara-perkara 

tertentu. Sebenarnya bukan perkaranya yang tertentu, sebab Peradilan Umum 

mengadili perkara tertentu juga, yaitu perkara pidana dan perkara perdata. Yang 

tepat adalah menerapkan hukum materiil tertentu. Hukum materiil agama Islam 

(tertentu) oleh Peradilan Agama. Hukum materiil tata usaha (tertentu) oleh 

Peradilan Tata Usaha Negara, dan hukum materiil militer (tertentu) oleh Peradilan 

Militer. Kedua,mengadili golongan rakyat tertentu. Peradilan Agama mengadili 

perkara perdata tertentu bagi mereka yang beragama islam. Peradilan Militer 

mengadili perkara pidana atau disiplin tentara bagi anggota TNI atau orang-orang 

lain yang diperlakukan sama dengan TNI. Peradilan Tata Usaha Negara mengadili 

badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sedangkan Peradilan Umum mengadili 

semua orang, baik pidana maupun perdata yang tidak menjadi wewenang 

lingkungan peradilan khusus (Mujahidin, 2012 : 27). 

Diperlukannya Badan Peradilan Agama sebagai salah satu penyelenggara dari  

kekuasaan kehakiman dalam Negara Hukum Republik Indonesia, karena 

merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari persoalan ketenteraman 

bagian terbesar dari bangsa Indonesia (umat islam). Sebab, sebagai akibat dari 

islam sebagai agama hukum, maka ada bagian-bagian tertentu dalam kehidupan 

umat islam khususnya di Indonesia yang tidak dapat dilepaskan sama sekali 

daripada aturan hukum agamanya. Pentingnya Badan Peradilan Agama dalam 

kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Negara Hukum Republik Indonesia 
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yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 diakui dalam Pasal 

29 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi : 

(1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.Negara menjamin 

kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing 

dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu. 

Pasal ini mengandung makna, bahwa Negara mempunyai kewajiban untuk 

melindungi integritas masing-masing agama agar para pemeluknya menjalankan 

agama yang dijalaninya secara baik dan sempurna tanpa mengganggu dan 

diganggu pihak lain. Untuk itulah perlu dibentuk lembaga atau peradilan khusus 

yang menangani sengketa-sengketa dibidang-bidang tertentu yang pengaturannya 

dilakukan secara hukum agama islam, yaitu peradilan agama sesuai Pasal 24 dan 

Pasal 25 Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang 

Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang 

Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama (Taufik, 2013 : 87). 

2.2 Kekuasaan Peradilan Agama 

Kata “kekuasaan” disini sering disebut juga dengan “kompetensi”, yang 

berasal dari bahasa Belanda competentie, yang kadang-kadang diterjemahkan juga 

dengan “kewenangan”, sehingga ketiga kata tersebut dianggap semakna (Rasyid, 

2006 : 25). 

Tujuan utama membahas yurisdiksi atau kewenangan mengadili, adalah 

untuk memberi penjelasan mengenai masalah pengadilan mana yang benar dan 
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tepat berwenang mengadili suatu sengketa atau kasus yang timbul, agar pengajuan 

dan penyampaiannya kepada pengadilan tidak keliru. Sebab apabila pengajuannya 

keliru, mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima atas alasan pengadilan yang 

dituju tidak berwenang mengadilinya. artinya, gugatan yang diajukan berada di 

luar yurisdiksi pengadilan tersebut (Harahap, 2008 : 179-180). 

Berbicara tentang kekuasaan peradilan dalam kaitannya dengan hukum Acara 

Perdata, termasuk kekuasaan atau kompetensi Peradilan Agama biasanya 

menyangkut dua hal, yaitu tentang “Kekuasaan Relatif” dan “Kekuasaan 

Absolut”. Kekuasaan atau kompetensi relatif pada dasarnya kekuasaan peradilan 

yang menyangkut wilayah hukum. Sedangkan kekuasaan atau kompetensi absolut 

adalah kekuasaan peradilan yang menyangkut bidang perkara atau wewenang 

mengadili yang menyangkut pembagian kekuasaan antar badan-badan peradilan, 

yang berada di Negara Hukum Republik Indonesia. Dalam kata lain bahwa 

kewenangan absolut adalah suatu kewenangan dari badan peradilan dalam 

memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh 

badan pengadilan lain (Hamami, 2013 : 176). 

2.3.1 Kekuasaan Relatif Peradilan Agama 

Dasar hukum pemberian kekuasaan atau kompetensi relatif bagi 

pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Pasal 4 ayat (1) dan (2) 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang 

Nomor 50 Tahun 2009. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa : 
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a. Pengadilan Agama berkedudukan di Kotamadya atau di Ibu Kota 

Kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kotamadya atau 

Kabupaten. 

b. Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di Ibu Kota Provinsi, dan 

daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. 

Pada penentuan Pengadilan Agama mana yang berwenang atas suatu perkara 

yang menjadi bidangnya, ditentukan oleh tempat tinggal para pihak 

berperkara, atau keberadaan obyek perkaranya. Hal ini penentuannya 

diklasifikasikan menurut bidang-bidang perkaranya sebagai berikut : 

a. Bidang perkawinan. 

Bidang ini diklasifikasikan kepada bidang perceraian dan bidang-

bidang yang ada hubungannya dengan perkawinan/pernikahan. Untuk 

bidang perceraian terbagi kepada cerai talak dan cerai gugat. Yang 

berwenang terhadap cerai talak dan cerai gugat adalah Pengadilan Agama 

yang mewilayahi tempat kediaman isteri, kecuali apabila isteri 

meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Apabila suami 

bertempat tinggal di Luar Negeri, maka Pengadilan Agama yang berwenang 

adalah Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat kediama isteri. Akan 

tetapi bila isteri bertempat kediaman di luar negeri, maka yang berwenang 

terhadap perkaranya adalah Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat 

pelaksanaan pernikahan atau Pengadilan Agama Jakarta Pusat.  
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Untuk perkara-perkara lainnya, seperti izin poligami, izin kawin, 

dispensasi kawin dan lain-lain, maka yang berwenang untuk 

menyelesaikannya adalah Pengadilan Agama yang daerah hukumnya 

meliputi tempat kediaman pemohon, atau tempat dimana pernikahan akan 

dilangsungkan. 

b. Bidang-bidang lainnya. 

Untuk bidang-bidang perkara lainnya, Pengadilan Agama yang 

berwenang mengadili adalah Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat 

kediaman Tergugat atau dalam keadaan : 

1) Apabila obyek sengketa berada di tempat kediaman Penggugat maka 

yang berwenang adalah Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat 

kediaman Penggugat; atau 

2) Apabila Tergugatnya lebih dari satu orang dan berbeda-beda tempat 

tinggalnya, maka Pengadilan Agama yang berwenang adalah sesuai 

pilihan Penggugat; atau 

3) Apabila tempat kediaman Tergugat tidak dikenal atau tidak diketahui, 

maka yang berwenang adalah Pengadilan Agama yang mewilayahi 

tempat kediaman Penggugat, atau Pengadilan Agama yang 

mewilayahi tempat obyek sengketa berada. 



19 

 

 

2.3.2 Kekuasaan Absolut Peradilan Agama 

Kekuasaan absolut artinya kekuasaan pengadilan yang berhubungan 

dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan, dalam 

perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan 

pengadilan lainnya, misalnya, Pengadilan Agama berkuasa atas perkara 

perkawinan bagi mereka yang beragama Islam sedangkan bagi yang selain 

Islam menjadi kekuasaan Peradilan Umum. Pengadilan Agamalah yang 

berkuasa memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, tidak boleh 

langsung berperkara di Pengadilan Tinggi Agama atau Mahkamah Agung. 

Banding dari Pengadilan Agama diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama, tidak 

boleh diajukan ke Pengadilan Tinggi (Rasyid, 2006 : 28). 

Tentang kewenangan mengadili bidang-bidang apa saja yang diberikan 

Negara (Undang-Undang) kepada pengadilan dalam lingkungan Peradilan 

Agama, peraturannya tertuang di dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1989 yang telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 

2009 tentang Peradilan Agama. Sesuai ketentuan pasal dimaksud, maka ukuran 

atau patokan yang perlu diperhatikan dalam penentuan kewenangan absolut 

Peradilan Agama adalah : 

a. Subyeknya, yaitu orang-orangnya yang beragama islam atau badan 

hukum islam, atau orang-orang ynag tidak beragama islam atau badan 

hukum non islam akan tetapi secara sukarela menundukkan dirinya 

terhadap ketentuan syari‟at islam. 
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b. Bidang perkaranya, yaitu bidang: 

1. Perkawinan; 

2. Kewarisan, wasiat dan hibah; 

3. Wakaf, zakat, infak dan shadaqah; dan 

4. Ekonomi Syari‟ah. 

Untuk Pengadilan Tinggi Agama, selain Pengadilan Tinggi Agama diberi 

wewenang mengadili atas bidang-bidang perkara tersebut diatas pada tingkat 

banding, juga diberi wewenang mengadili tingkat pertama dan tingkat terakhir 

tentang sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Agama di daerah 

hukumnya. 

2.3 Pengertian Hukum Acara Perdata Agama 

Adapun pengertian hukum acara perdata, baik umum maupun agama, 

terdapat banyak pakar yang memberikan definisi, diantaranya adalah sebagai 

berikut: 

a. Sudikno Mertokusumo, Hukum acara perdata adalah peraturan hukum 

yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata 

materiil dengan perantara Hakim. Dengan perkataan lain hukum acara 

perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya 

menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil. Lebih konkrit lagi 

dapatlah dikatakan, bahwa hukum acara perdata mengatur tentang 

bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta 

memutusnya dan pelaksanaan dari putusannya (Mertokusumo, 2009 : 2). 
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b. Abdul Manan, Hukum acara perdata agama merupakan hukum yang 

mengatur tentang tata cara mengajukan gugatan kepada pengadilan, 

bagaimana pihak Tergugat mempertahankan diri dari gugatan Penggugat, 

bagaimana para Hakim bertindak baik sebelum dan sedang pemeriksaan 

dilaksanakan dan bagaimana cara Hakim memutus perkara yang diajukan 

oleh Penggugat tersebut serta bagaimana cara melaksanakan putusan 

tersebut sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan yang berlaku, 

sehingga hak dan kewajiban sebagaimana yang telah diatur dalam Hukum 

Perdata dapat berjalan sebagaimana mestinya (Manan, 2000 : 1-2). 

c. Menurut Mukti Arto dalam bukunya yang berjudul Praktek Perkara 

Perdata pada Pengadilan Agama, Hukum acara perdata agama adalah 

semua kaidah hukum yang menentukan dan mengatur cara bagaimana 

melaksanakan hak-hak dan kewajiban perdata agama sebagaimana yang 

diatur dalam hukum perdata materiil yang berlaku di lingkungan peradilan 

agama. 

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 

hukum acara perdata agama adalah prosedur pelaksanaan hukum perdata materiil 

bagi masyarakat yang beragama Islam atau masyarakat yang secara sukarela 

menundukkan dirinya terhadap Hukum Islam di Indonesia. 

2.4 Asas-Asas Peradilan Agama 

Asas-asas peradilan merupakan landasan pokok (fundamental) dalam tugas 

penegakan hukum dan keadilan dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman di 
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Indonesia. Berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan di 

lingkungan Peradilan Agama sebagai pengadilan khusus, maka asas-asas 

peradilan yang berlaku untuk seluruh peradilan yang ada di Negara Hukum 

Republik Indonesia diberlakukan dalam praktik Peradilan Agama. Akan tetapi 

dalam hal-hal tertentu asas-asas tersebut memiliki spesifikasi sesuai dengan ruang 

lingkup kewenangan Peradilan Agama (Hamami, 2013 : 160-161). 

Pengadilan Agama dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya selalu 

berpegang teguh pada asas-asas sebagai berikut: 

2.5.1 Asas Personalitas Keislaman 

Yang tunduk dan yang dapat ditundukkan kepada kekuasaan Peradilan 

Agama adalah mereka yang mengaku dirinya beragama Islam. Asas 

personalitas keislaman diatur dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 

Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

Tentang Peradilan Agama, Pasal 2, Penjelasan Umum, alenia ketiga dan Pasal 

49, terbatas pada perkara-perkara yang menjadi kewenangan Peradilan Agama 

(Mujahidin, 2012: 34-35). 

Ketentuan yang melekat pada Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 

tentang asas personalitas keislaman adalah sebagai berikut : 

a. Para pihak yang bersengketa harus sama-sama beragama Islam 

b. Perkara perdata yang disengketakan mengenai perkawinan, waris, 

wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syari‟ah. 

c. Hubungan hukum yang melandasi berdasarkan pada hukum islam, 

oleh karena itu acara penyelesaiannya berdasarkan hukum islam. 
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Perluasan kewenangan Peradilan Agama yang juga mencakup masalah 

ekonomi syari‟ah, maka pengertian atas personalitas keislaman mencakup juga 

orang atau orang-orang atau badan hukum yang secara suka rela menundukkan 

dirinya terhadap hukum islam. Perihal ini adalah bagi orang atau orang-orang 

atau badan hukum yang bersengketa di bidang ekonomi syari‟ah. Meskipun 

para pihaknya tidak beragama islam karena para pihak di bidang ekonomi 

syari‟ah telah secara suka rela menundukkan dirinya terhadap hukum islam, 

maka persengketaannya harus diselesaikan melalui Peradilan Agama (Hamami, 

2013 : 162-163). 

2.5.2 Asas Kebebasan 

Pada dasarnya asas kebebasan Hakim dan peradilan yang digariskan 

dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah 

merujuk pada Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 dan jo. Pasal 1 angka (1) 

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang 

menegaskan bahwa : 

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk 

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia 1945, demi terselenggaranya Negara hukum Republik 

Indonesia. 

 

Kemudian di dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditegaskan : Segala campur tangan dalam 

urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali 
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dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. 

 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa badan peradilan tak terkecuali 

Peradilan Agama merupakan lembaga yang mandiri, dimana kemandiriannya 

itu harus bebas dari intervensi oleh pihak lain diluar kekuasaan kehakiman. 

Kemandiriannya baik secara institusional maupun fungsional. 

2.5.3 Asas Tidak Boleh Menolak Perkara Dengan Alasan Hukum Tidak 

Jelas 

Asas tidak boleh menolak perkara dengan alasan hukum tidak jelas diatur 

dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 sebagai 

perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan 

Kehakiman. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa : Pengadilan dilarang 

menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang 

diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan 

wajib umtuk memeriksa dan mengadilinya. 

 

Penerapan asas ini karena Hakim sebagai organ pengadilan dianggap 

memahami hukum. Pencari keadilan datang kepadanya untuk memohon 

keadilan. Apabila Hakim tidak menemukan hukum tertulis, Hakim wajib 

berijtihad dan menggali hukum yang tidak tertulis untuk memutuskan hukum 

sebagai orang bijaksana dan bertanggung jawab penuh kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, diri sediri, masyarakat, bangsa dan Negara (Hamami, 2013 : 165). 
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2.5.4 Asas wajib mendamaikan 

Upaya perdamaian diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 

Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan jo. Pasal 65 dan Pasal 82 (1 dan 2) Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1989 yang pasal dan isinya tidak diubah dalam Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 115 KHI 

dan jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi 

(Mujahidin,2012 : 35). 

2.5.5 Asas sederhana, cepat dan biaya ringan 

Asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam proses peradilan pada 

Pengadilan Agama diatur di dalam Pasal 2 ayat (40) Undang-Undang Nomor 

48 Tahun 2009 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 

tentang Kekuasaan Kehakiman. Selain itu ketentuan asas tersebut termuat pula 

di dalam Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang 

Nomor 50 Tahun 2009. Disebutkan di dalam ketentuan pasal-pasal tersebut 

bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan 

(Hamami, 2013 : 168). 

Sederhana yang dimaksud adalah acara yang jelas, mudah dipahami dan 

tidak berbelit-belit, serta tidak terjebak pada formalitas-formalitas yang tidak 

penting dalam persidangan. Sebab, apabila terjebak pada formalitas yang 

berbelit-belit memungkinkan timbulnya berbagai penafsiran. 
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Cepat yang dimaksud adalah dalam melakukan pemeriksaan, Hakim harus 

cerdas dalam menginventaris persoalan yang diajukan dan mengidentifikasikan 

persoalan tersebut untuk kemudian mengambil intisari pokok persoalan, yang 

selanjutnya digali lebih dalam melalui alat-alat bukti yang ada. Apabila segala 

sesuatunya sudah diketahui majelis Hakim maka tidak ada cara lain, kecuali 

majelis Hakim harus secepatnya mengambil putusan untuk dibacakan di muka 

persidangan yang terbuka untuk umum. 

Biaya ringan yang dimaksud adalah harus diperhitungkan secara logis, 

rinci dan transparan, serta menghilangkan biaya-biaya lain diluar kepentingan 

para pihak dalam berperkara. Sebab tingginya biaya perkara menyebabkan para 

pencari keadilan bersikap apriori terhadap keberadaan pengadilan (Mujahidin, 

2012 : 32). 

2.5.6 Asas legalitas 

Ketentuan asas ini termuat di dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan tersebut 

menegaskan bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak 

membeda-bedakan orang. 

Asas legalitas artinya, pengadilan mengadili menurut hukum. Ini berarti 

Hakim dalam mengadili suatu perkara tidak boleh bertindak diluar hukum, dan 

semua tindakan yang dilakukannya dalam rangka menjalankan fungsi dan 

tugas peradilan mesti menurut hukum. 

2.5.7 Asas Equality 
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Asas equality di lingkungan Peradilan Agama diatur dalam Pasal 58 (1) 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang pasal dan isinya tidak diubah 

menurut Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. 

Pasal (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman. Setiap orang yang berperkara dimuka sidang pengadilan adalah 

sama hak dan kedudukannya di muka hukum. Sehingga tidak ada perbedaan 

yang bersifat “diskriminatif”, baik dalam bentuk diskriminasi normatif maupun 

diskriminasi kategoris. Bentuk diskriminasi normatif adalah membedakan 

aturan hukum yang berlaku terhadap pihak-pihak yang berperkara, sedangkan 

yang dimaksud dengan diskriminasi kategoris adalah membeda-bedakan 

perlakuan pelayanan berdasarkan pada status sosial, ras, agama, suku, jenis 

kelamin, dan budaya (Mujahidin, 2012 : 38-39). 

2.5.8 Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum 

Asas persidangan terbuka untuk umum diatur dalam Pasal 13 ayat (1) dan 

(2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 

Ketentuan dimaksud menegaskan bahwa : 

(1)Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, 

kecuali undang-undang menentukan lain; 

(2)Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila 

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. 

   Dalam ketentuan lain, yakni ketentuan Pasal 59 dan 60 Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 
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Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 59 menegaskan 

bahwa : 

(1) Sidang pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum, kecuali apabila 

Undang-Undang menentukan lain atau jika Hakim dengan alasan penting 

yang dicatat dalam berita acara sidang, memerintahkan bahwa 

pemeriksaan secara keseluruhan akan dilakukan dengan sidang tertutup. 

(2) Tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

mengakibatkan seluruh pemeriksaan beserta penetapan atau putusannya 

batal menurut hukum. 

Kemudian dalam Pasal 60 ditegaskan bahwa penetapan dan putusan pengadilan 

hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang 

terbuka untuk umum. 

Dalam praktek peradilan di Pengadilan dalam lingkungan Peradilan 

Agama pengecualian dari asas tersebut adalah dalam perkara perceraian. 

Ketentuannya termuat di dalam Pasal 80 ayat (2), Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 

dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 

yang menegaskan bahwa pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam 

sidang tertutup. Pemberlakuan asas ini berlaku juga untuk pemeriksaan perkara 

cerai talak. Hal ini didasarkan kepada ketentuan Pasal 69 dari Undang-Undang 

dimaksud. Olehnya ditegaskan bahwa dalam pemeriksaan perkara cerai talak 

ini berlaku ketentuan-ketentuan Pasal 79 Pasal 80 ayat (2), Pasal 82 dan Pasal 

83 (Hamami, 2013 : 170). 

2.5.9 Asas Aktif Memberikan Bantuan 

Asas aktif memberikan bantuan kepada pencari keadilan di lingkungan 

peradilan agama diatur dalam Pasal 119 HIR/143 RBg. Jo. Pasal 58 (2) 
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Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang pasal dan isinya tidak diubah 

dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. 

Pasal 4 (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman. Terlepas dari praktik yang cenderung mengarah kepada proses 

pemeriksaan dengan “surat/tertulis”, hukum acara perdata yang diatur dalam 

HIR dan RBg sebagai hukum acara yang berlaku untuk lingkungan peradilan 

umum, dengan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 

tentang Peradilan Agama dinyatakan resmi berlaku untuk Pengadilan Agama, 

menganut sistem pemeriksaan langsung dengan lisan serta tidak wajib para 

pihak dibantu atau didampingi penasihat hukum.  

Berdasarkan sistem tersebut, HIR dan RBg, menempatkan kedudukan 

Hakim memimpin pemeriksaan dalam posisi yang “aktif” ini ditegaskan dalam 

Pasal 119 HIR atau Pasal 143 RBg. Rumusan pasal-pasal ini sama dengan 

rumusan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Undang-

Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 4 ayat (2) yang berbunyi : Pengadilan 

membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi 

segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, 

cepat dan biaya ringan. 

Mencermati ketentuan Pasal diatas, hukum bagi Hakim untuk memberikan 

bantuan kepada para pihak dalam proses lancarnya persidangan adalah bersifat 

imperatif (wajib) sepanjang mengenai hal-hal yang berhubungan dengan 

permasalahan “formil” dan tidak berkenaan dengan masalah “materiil” atau 

pokok perkara. 
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2.5.10 Asas Peradilan Dilakukan Dengan Hakim Majelis 

Ketentuan mengenai asas pemeriksaan perkara dengan sistem Hakim 

majelis diatur dalam Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ditegaskan oleh Pasal tersebut 

bahwa : 

(1) Pengadilan memeriksa, mengadili dan memutus perkara dengan susunan 

majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Hakim, kecuali undang-undang 

menentukan lain; 

(2) Susunan Hakim sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari seorang 

Hakim ketua dan dua orang Hakim anggota. 

 

2.5 Sumber Hukum Acara Peradilan Agama 

Sumber hukum acara peradilan agama yang dipakai di Indonesia saat ini 

adalah (Mujahidin, 2012 : 49-51) : 

a. HIR (Herziene Inlandsch Reglement) untuk Jawa dan Madura. 

b. RBg. (Rechtsreglement Voor De Suitengewesten) untuk luar Jawa dan 

Madura. 

c. B.Rv. (Reglement Op De Bugerlijke Rechsvordering) diperuntukkan untuk 

golongan Eropa yang berperkara di muka Raad van Justitie dan Residentie 

Gerecht. Dengan dihapuskannya Raad Van Justitie dan Hoogerechtshof, 

B.Rv. akhirnya tidak berlaku lagi. Akan tetapi, hal-hal yang diatur dalam 

B.Rv. banyak yang masih relevan dengan perkembangan hukum acara 

dewasa ini, misalnya, tentang formulasi surat gugatan, perubahan surat 

gugat, intervensi dan beberapa ketentuan hukum acara perdata lainnya. 

d. BW (Burgerlijke Wetbook voor Indonesia), yang dalam bahasa Indonesia 

disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), 
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terdapat juga sumber hukum acara perdata., khususnya buku IV tentang 

pembuktian, yang termuat dalam Pasal 1865 s.d. 1993. 

e. WvK (Wetboek van Koophandel), yang dalam bahasa Indonesia dikenal 

dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUH Dagang). Dalam 

kaitan dengan hukum dagang ini, terdapat juga hukum acara perdata yang 

diatur dalam failissements verordering (aturan kepailitan) yang diatur 

dalam Stb. 1906 Nomor 348. 

f. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Acara Perdata dalam hal 

banding bagi Pengadilan Tinggi di Jawa dan Madura, sedangkan untuk 

daerah luar Jawa dan Madura diatur dalam Pasal 199-205 R.Bg. 

g. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan 

Pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 1999, dan dinyatakan tidak berlaku dengan 

dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 sebagai pengganti, 

kemudian Undang-Undang ini dinyatakan dicabut dan diganti dengan 

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 

h. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-

Undang Perkawinan. 

i. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dan 

disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, kemudian 

Undang-Undang ini diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 

tentang Mahkamah Agung yang memuat tentang acara perdata dan hal-hal 
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yang berhubungan dengan kasasi dalam proses berperkara di Mahkamah 

Agung. 

j. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam 

Undang-Undang ini, khususunya Pasal 54 menyebutkan bahwa hukum 

acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama adalah sama dengan 

hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum, kecuali hal-hal 

yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang tersebut. 

k. Instruksi presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Instruksi Pemasyarakatan 

Kompilasi Hukum Islam, yang terdiri tiga buku, yaitu Hukum Perkawinan, 

Kewarisan, dan sedekah. 

l. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Peraturan 

Mahkamah Agung Republik Indonesia, sepanjang menyangkut hukum 

acara perdata dan hukum perdata materiil, dapat dijadikan hukum acara 

dalam praktik peradilan terhadap persoalan hukum yang dihadapi oleh 

Hakim.  

m. Yurisprudensi Mahkamah Agung. Yurisprudensi yang dimaksud adalah 

pengumpulan yang sistematis dari keputusan Mahkamah Agung dan 

keputusan Pengadilan Tinggi yang diikuti oleh Hakim lain dalam 

memberikan keputusan terhadap masalah yang sama. 

n. Kitab fikih Islam dan sumber hukum tidak tertulis lainnya. 

2.6 Gugatan/Permohonan dan Pihak-Pihak Yang Berperkara 

2.7.1 Gugatan/Permohonan 
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Surat gugatan ialah suatu surat yang diajukan oleh Penggugat kepada 

Ketua Pengadilan yang berwenang, yang memuat tuntutan hak yang 

didalamnya mengandung suatu sengketa dan sekaligus merupakan dasar 

landasan pemeriksaan perkara dan pembuktian kebenaran suatu hak (Arto, 

2011 : 39). Sehingga dalam gugatan terdapat sengketa antara 2 (dua) pihak 

yang saling berhadapan, yaitu Penggugat dan Tergugat. Proses peradilan 

dalam Gugatan dipimpin oleh Majelis Hakim yang terdiri dari 3 (tiga) orang 

Hakim. 

Pengajuan surat gugatan sepenuhnya terserah kepada Penggugat, sebab hal 

tersebut adalah hak pribadi Penggugat sendiri. Artinya tidak memerlukan izin 

atau legalisasi atau surat pengantar dari siapapun, surat gugatan yang akan 

diajukan ke Pengadilan Agama langsung dibuat sendiri oleh Penggugat atau 

Kuasa Hukumnya. Meskipun seandainya seseorang telah dilanggar haknya 

oleh orang lain, namun dia tidak ingin menggugat maka tidak ada yang bisa 

memaksakan orang tersebut untuk menggugat. Begitu pun sebaliknya, apabila 

seseorang tidak dilanggar haknya namun tetap nekat mengajukan gugatan 

maka juga tidak bisa dilarang (Rasyid, 2006 : 57). 

Surat permohonan ialah suatu permohonan yang didalamnya berisi 

tuntutan hak perdata oleh suatu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal 

yang tidak mengandung sengketa, sehingga badan peradilan yang mengadili 

dapat dianggap sebagai suatu proses peradilan yang bukan sebenarnya (Arto, 

2011 : 39). Permohonan didalamnya tidak terdapat sengketa dan hanya 

terdapat 1 (satu) pihak saja, yaitu Pemohon. Proses peradilannya dipimpin 
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oleh Hakim tunggal. Namun demikian di Pengadilan Agama terdapat 

Permohonan yang mengandung sengketa, sehingga terdapat 2 (dua) pihak 

didalamnya (Pemohon dan Termohon), yaitu dalam perkara permohonan ijin 

ikrar talak dan permohonan ijin beristeri lebih dari seorang. 

Pada dasarnya semua surat Gugatan/Permohonan harus dibuat secara 

tertulis, apabila Penggugat/Pemohon tidak dapat membaca dan menulis, maka 

Ketua Pengadilan Agama memerintahkan kepada Hakim untuk mencatat 

semua yang dikemukakan oleh Penggugat/Pemohon. Kemudian 

Gugatan/Permohonan yang telah dicatat tersebut dibacakan kepada 

Penggugat/Pemohon untuk ditanya apakah isi Gugatan/Permohonan tersebut 

telah sesuai dengan apa yang Penggugat/Pemohon maksud. Setelah isi 

Gugatan/Permohonan dinyatakan cukup oleh Penggugat/Pemohon, kemudian 

ditandatangani oleh Ketua Pengadilan/Hakim. Sedangkan 

Gugatan/Permohonan yang dibuat secara tertulis ditandatangani oleh 

Penggugat/Pemohon, apabila Penggugat/Pemohon menunjuk Kuasa Hukum 

maka surat Gugatan/Permohonan ditandatangani oleh Kuasa Hukumnya.  

Surat Gugatan/Permohonan dibuat rangkap enam, satu rangkap untuk 

Penggugat/Pemohon sendiri, satu rangkap untuk Tergugat/Termohon, 

kemudian empat rangkap untuk Majelis Hakim yang memeriksa perkara 

tersebut. Berkaitan dengan isi Gugatan diatur dalam Pasal 8 RV yang 

mengharuskan Gugatan pada pokoknya memuat hal sebagai berikut 

(Mujahidin, 2012 : 84) : 
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a. Identitas para pihak, meliputi : nama (beserta bin atau binti dan aliasnya), 

umur, agama, pekerjaan, dan tempat tinggal. Bagi pihak yang tempat 

tinggalnya tidak diketahui hendaknya ditulis, “dahulu bertempat tinggal 

di.... tetapi sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di Indonesia, dan 

kewarganegaraan (bila perlu)”. Semua pihak yang terkait dan ada sangkut 

pautnya dengan perkara tersebut harus disebutkan secara jelas tentang 

kedudukannya dalam perkara, sebagai Penggugat, Tergugat, Pemohon, 

Termohon, atau Turut Tergugat. 

b. Fundamentum petendi (posita), yaitu penjelasan tentang keadaan peristiwa 

dan penjelasan yang berhubungan dengan hukum yang dijadikan 

dasar/alasan gugatan. Posita memuat dua bagian, yaitu, alasan yang 

berdasarkan fakta atau peristiwa hukum, dan alasan yang berdasarkan 

hukum, tetapi hal ini bukan merupakan keharusan. Hakimlah yang harus 

melengkapinya dalam putusan nantinya. 

c. Petitum (tuntutan). Menurut Pasal 8 Nomor 3 R.Bg. ialah apa yang 

diminta atau yang diharapkan oleh Penggugat/Pemohon agar diputuskan 

oleh Hakim dalam persidangan. Mekanisme petitum dapat diklasifikasikan 

dalam tiga bagian pokok, yaitu : 

1) Tuntutan primer (pokok), merupakan tuntutan yang sebenarnya 

diminta Penggugat, dan Hakim tidak boleh mengabulkan lebih dari 

apa yang diminta; 
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2) Tuntutan tambahan, merupakan tuntutan pelengkap daripada 

tuntutan pokok, seperti dalam hal perceraian berupa tuntutan 

pembayaran nafkah madiyah, nafkah anak, mut‟ah, nafkah „idah 

dan pembagian harta bersama; dan 

3) Tuntutan subsider (pengganti), diajukan untuk mengantisipasi 

kemungkinan tuntutan pokok dan tuntutan tambahan tidak diterima 

Majelis Hakim. Biasanya, kalimatnya adalah “agar Majelis Hakim 

mengadili menurut hukum yang seadil-adilnya” atau “mohon 

putusan yang seadil-adilnya” bisa juga ditulis “ex aequo et bono”. 

Surat permohonan bentuknya tidak jauh dari bentuk surat gugatan namun 

dalam surat permohonan tidak ada lawan. Dengan demikian identitas pihak 

hanyalah Pemohon saja, dan tidak dijumpai kalimat “berlawanan dengan”, 

kalimat “duduk perkaranya”, dan kalimat “permintaan membayar biaya 

perkara kepada pihak lawan” (Rasyid, 2006 : 67). 

2.7.2 Pihak-Pihak Dalam Perkara 

2.7.2.1 Pihak dalam perkara voluntair 

Perkara voluntair yaitu perkara permohonan yang didalamnya tidak 

terdapat sengketa, sehingga tidak ada lawan. Perkara voluntair yang 

diajukan ke Pengadilan Agama seperti (Arto, 2011 : 41) : 

a. Penetapan wali pengampu bagi ahli waris yang tidak mampu untuk 

melakukan tindakan hukum; 
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b. Penetapan pengangkatan wali; 

c. Penetapan pengangkatan anak; 

d. Penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah); dan 

e. Penetapan wali adho, dan sebagainya. 

Produk dari perkara voluntair adalah penetapan. Pada Nomor perkara 

dalam permohonan diberi tanda P, misalnya : Nomor 125/Pdt.P/1996/PA. 

Pwd. Terkecuali perkara ijin ikrar talak dan poligami, meskipun istilahnya 

adalah permohonan, namun karena terdapat sengketa didalamnya, maka 

dimasukkan pada perkara kontentius dan bertanda G bukan P. 

Perkara permohonan dapat dikatakan sebagai proses peradilan bukan 

sebenarnya, karena didalamnya tidak mengandung sengketa, yang mana 

hanya terdapat satu pihak saja yaitu Pemohon. Dapat dimungkinkan 

Pemohon disini lebih dari satu yaitu Pemohon I, Pemohon II, dan 

seterusnya. 

2.7.2.1 Pihak Dalam Perkara Kontentius 

Berbeda dengan perkara voluntair, dalam perkara kontentius terdapat 

2 (dua) pihak yang saling bersengketa. Pihak yang merasa dirugikan 

haknya dan kemudian menuntut haknya dengan mengajukan gugatan ke 

Pengadilan disebut dengan Penggugat. Sedangkan pihak yang digugat dan 

dianggap melanggar hak Penggugat adalah Tergugat (Arto, 2011 : 42). 

Apabila dalam perkara tersebut terdapat banyak pihak, baik dari pihak 

Penggugat maupun pihak Tergugat, maka disebut Penggugat I, Penggugat 
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II, dan seterusnya. Begitu pula Tergugat I, Tergugat II, dan seterusnya. 

Terkadang dalam praktik persidangan adapula yang disebut dengan Turut 

Tergugat, yaitu pihak yang tidak wajib melakukan sesuatu namun juga 

bukan pihak yang menguasai barang, pihak yang tidak digugat langsung 

namun dimungkinkan masih mempunyai hak atas perkara yang 

disengketakan. Hukum acara perdata tidak mengenal adanya Turut 

Penggugat, yang ada adalah saksi yang mengetahui perkara yang 

disengketakan, dan pengetahuan tersebut dapat membantu Penggugat 

untuk memperjuangkan haknya yang dilanggar Tergugat. 

Disamping itu, perkara permohonan yang didalamnya terdapat 

sengketa maka termasuk dalam perkara kontentius, pihak yang 

mengajukan Permohonan disebut Pemohon, dan pihak lawan disebut 

Termohon. Misalnya dalam perkara permohonan ijin ikrar talak, maka 

suami disebut sebagai Pemohon sedangkan pihak isteri disebut pihak 

Termohon. 

Selain pihak-pihak tersebut diatas, juga dikenal pihak-pihak dalam 

acara verzet/perlawanan, yaitu “Pelawan/Semula Tergugat” dan juga 

“Terlawan/Semula Penggugat”. Kemudian dalam acara deden verzet, 

pihak yang mengajukan deden verzet disebut “Pelawan”, sedang 

Penggugat semula disebut “Terlawan I” dan Tergugat semula menjadi 

“terlawan II”. 

Sedangkan dalam acara intervensi, maka jika intervensi tersebut 

dalam bentuk (Arto, 2011 : 43) : 
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a. Tussenkomst, maka pihak ketiga yang masuk dalam proses perkara 

disebut “Penggugat Intervensi”, sedang pihak Penggugat semula 

disebut “Tergugat I Intervensi” dan Tergugat semula menjadi 

“Tergugat II Intervensi”; 

b. Voeging, maka pihak ketiga bergabung menjadi Penggugat atau 

Tergugat sesuai dengan kepentingannya; dan 

c. Vrijwaring, maka pihak ketiga disebut “Penanggung”. 

2.8 Mekanisme Penerimaan Perkara 

Mekanisme penerimaan perkara baik permohonan maupun gugatan adalah 

sebagai berikut (Arto, 2011 : 59-68) : 

a. Pengajuan Perkara di Kepaniteraan 

Calon Penggugat/Pemohon mengajukan surat gugatan/permohonan yang 

telah ditandatangani ke Kepaniteraan Pengadilan Agama. Surat gugatan 

diserahkan pada Sub Kepaniteraan gugatan, sedangkan surat permohonan 

diserahkan pada Sub Kepaniteraan Permohonan. Kemudian calon 

Penggugat/Pemohon menghadap meja 1, disitulah akan ditaksir besarnya 

panjar biaya perkara dan ditulis pada Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). 

Besarnya panjar biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk 

menyelesaikan perkara tersebut, yang berdasarkan Pasal 193 R.Bg / Pasal 182 

ayat (1) HIR / Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama, meliputi : 

1) Biaya Kepaniteraan dan biaya materai; 
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2) Biaya pemeriksaan, saksi ahli, juru bahasa dan biaya sumpah; 

3) Biaya pemeriksaan setempat dan perbuatan Hakim yang lain; dan 

4) Biaya pemanggilan, pemberitahuan dan lain-lain atas perintah 

pengadilan yang berkenaan dengan perkara itu. 

Bagi masyarakat tidak mampu dapat mengajukan perkara prodeo (Cuma-

Cuma) dengan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari 

Lurah/Kepala Desa yang dilegalisir oleh Camat setempat dan dikuatkan oleh 

saksi-saksi. Permohonan perkara prodeo bagi Penggugat/Pemohon dapat 

ditulis menjadi satu dalam surat gugatan/permohonan, sedangkan bagi 

Tergugat/Termohon apabila ingin berperkara secara prodeo, maka dapat 

disampaikan pada saat mengajukan jawaban. 

Apabila permohonan perkara prodeo ini dikabulkan maka Hakim 

menjatuhkan putusan sela yang isinya mengabulkan permohonan untuk 

berperkara prodeo dan mengizinkan para pihak untuk melanjutkan perkaranya. 

Kemudian apabila permohonan perkara prodeo tidak diterima, maka dalam 

putusan sela Hakim menyampaikan bahwa permohonan perkara prodeo 

ditolak dan para pihak diperintahkan untuk membayar panjar biaya perkara. 

b. Pembayaran Panjar Biaya Perkara 

Setelah dari Meja pertama, Calon Penggugat/Pemohon kemudian 

menghadap kepada Kasir dengan menyerahkan surat gugatan/permohonan 

tersebut beserta SKUM. Kemudian membayar biaya perkara sesuai dengan 

yang tertera pada SKUM tersebut. 

Kasir kemudian : 
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1) Menerima uang tersebut dan mencatat dalam jurnal biaya perkara; 

2) Menandatangani dan memberi nomor perkara serta tanda lunas pada 

SKUM tersebut; 

3) Mengembalikan surat gugat/permohonan dan SKUM kepada calon 

Penggugat/Pemohon; 

4) Menyerahkan uang panjar tersebut kepada Bendaharawan perkara. 

c. Pendaftaran Perkara 

Selanjutnya calon Penggugat/Pemohon menghadap Meja II dengan 

menyerahkan surat gugatan/permohonan dan SKUM yang telah dibayar. 

Kemudian Meja II : 

1) Memberi nomor pada surat gugatan/permohonan sesuai dengan nomor 

yang diberikan oleh Kasir. Sebagai tanda telah terdaftar maka petugas 

Meja II membubuhkan paraf; 

2) Menyerahkan satu lembar surat gugatan/permohonan yang telah 

terdaftar bersama satu helai SKUM kepada Penggugat/Pemohon; 

3) Mencatat surat gugatan/permohonan tersebut pada Buku Register Induk 

Perkara Permohonan atau Register Induk Perkara Gugatan sesuai jenis 

perkaranya; dan 

4) Memasukkan surat gugatan/permohonan tersebut dalam Map Berkas 

Perkara dan menyerahkan kepada Wakil Panitera untuk disampaikan 

kepada Ketua Pengadilan melalui Panitera. 

d. Penetapan Majelis Hakim (PMH) 
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Ketua Pengadilan Agama menunjuk Majelis Hakim  untuk memeriksa dan 

mengadili perkara dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari, Penetapan 

Majelis Hakim dibuat dalam bentuk “Penetapan” yang ditandatangani oleh 

Ketua Pengadilan Agama dan dicatat dalam Register Induk Perkara. 

Ketua Pengadilan Agama menetapkan perkara yang harus diadili 

berdasarkan nomor urut, dan membagikan semua berkas perkara dan surat-

surat yang berhubungan dengan perkara tersebut kepada Majelis Hakim. 

Pembagian tugas oleh Ketua Majelis bagi Hakim anggota diatur dalam Surat 

Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1969 dan 

Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama (Buku II, MAA-

RI), sebagai berikut (Mujahidin, 2012 : 139-140) 

a. Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama selalu menjadi Ketua 

Majelis. 

b. Ketua Majelis Hakim hendaknya Hakim senior pada Pengadilan 

Agama tersebut. Senioritas didasarkan pada lamanya seseorang 

menjadi Hakim. 

c. Tiga orang Hakim yang menempati urutan senioritas terakhir dapat 

saling menjadi Ketua Majelis dalam perkara yang berlainan. 

d. Susunan Majelis Hakim hendaknya ditetapkan secara tetap untuk 

jangka waktu tertentu. 

e. Untuk memeriksa perkara-perkara tertentu Ketua Pengadilan Agama 

dapat membentuk majelis Hakim khusus, misalnya, perkara ekonomi 

syar‟iyah. 

f. Bahwa Hakim anggota senior adalah bertugas untuk mencatat dengan 

sungguh-sungguh dalam persidangan untuk keperluan menyusun 

putusan. 

g. Hakim anggota yang yunior mencatat segala hal untuk keperluan 

berita acara persidangan yang saling koordinasi dengan Panitera 

Pengganti. 

e. Penunjukan Panitera Sidang (PPS) 

Hakim dalam menyelesaikan perkara perlu dibantu oleh seorang atau lebih 

panitera sidang. Panitera sidang ditunjuk oleh Panitera. Untuk menjadi 
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Panitera dapat ditunjuk Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, Panitera 

Pengganti atau Pegawai yang ditugaskan panitera sidang untuk membantu 

Hakim supaya menghadiri dan mencatat jalannya sidang Pengadilan, membuat 

Berita Acara Persidangan, Penetapan, Putusan dan melaksanakan semua 

perintah Hakim untuk menyelesaikan suatu perkara. Penunjukan PPS dibuat 

secara tertulis dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama. 

Apabila dikemudian hari, anggota majelis ada yang berhalangan hadir 

untuk sementara, maka dapat diganti oleh anggota lain yang ditunjuk oleh 

Ketua dan dicatat dalam Berita Acara Persidangan (BAP). Apabila yang 

berhalangan adalah Ketua Majelis, maka sidang harus ditunda dan diganti hari 

lain. Apabila Ketua Majelis atau anggota majelis berhalangan tetap 

(dikarenakan pindah tugas atau meninggal dunia atau alasan lainnya) maka 

harus ditunjuk majelis baru dengan PMH baru. Apabila panitera berhalangan 

maka ditunjuk panitera lainnya untuk mengikuti sidang dengan prosedur 

penunjukan yang dilakukan oleh panitera pengadilan secara tertulis. 

f. Penetapan Hari Sidang (PHS) 

Berkas perkara yang telah ditetapkan majelis Hakimnya segera diserahkan 

kepada Ketua Majelis Hakim yang ditunjuk beserta formulir Penetapan Hari 

Sidang (PHS) untuk segera dipelajari oleh Ketua Majelis Hakim dan selambat-

lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja harus sudah ditetapkan hari 

sidang. Terkecuali untuk perkara perceraian dapat dilakukan selambat-

lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat 

gugatan/permohonan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama. 
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Penetapan Hari Sidang harus dimusyawarahkan dulu dengan Anggota 

Majelis Hakim untuk menetapkan hari, tanggal serta jam kapan perkara itu 

akan disidangkan dan memerintahkan agar para pihak dipanggil untuk hadir 

dalam persidangan tersebut. Penetapan dan perintah tersebut dituangkan dalam 

“Penetapan Hari Sidang” yang ditandatangani oleh Hakim Ketua Majelis. 

Pada Penetapan Hari Sidang (PHS) Hakim Ketua Majelis memperhatikan, hari 

pertama sidang tidak boleh lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran 

perkara itu, kecuali undang-undang menentukan lain.  jauh dekatnya tempat 

tinggal para pihak dengan tempat sidang.  

Setiap Hakim harus memiliki jadwal sidang lengkap yang dicatat dalam 

Buku Agenda Perkara masing-masing. Daftar perkara yang akan disidangkan 

harus sudah ditulis oleh Panitera Pengganti pada papan pengumuman 

Pengadilan Agama sebelum persidangan dimulai sesuai nomor urut perkara. 

Panitera penganti harus mencatat setiap ada penundaan sidang beserta 

alasannya dan perkara putus kepada Meja II dengan menggunakan lembar 

instrumen. Petugas Meja II harus mencatat laporan Panitera Pengganti tersebut 

dalam Buku Register Perkara (Mujahidin, 2012 : 140). 

g. Pemanggilan Para Pihak 

Pemanggilan para pihak secara resmi dan patut merupakan kewajiban bagi 

Pengadilan, karena apabila terjadi kelalaian dalam pemanggilan para pihak 

maka akan berakibat pada batalnya pemeriksaan dan putusan. Setiap 

pemeriksaan dimulai setelah para pihak mengajukan gugatan/permohonan dan 

telah dipanggil sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
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Berdasarkan perintah Hakim Ketua Majelis didalam PHS, juru sita/juru 

sita pengganti melaksanakan pemanggilan kepada para pihak supaya hadir 

untuk mengikuti persidangan pada waktu yang telah ditetapkan. Mekanisme 

pemanggilan para pihak harus dilakukan secara resmi dan patut dengan 

memperhatikan sebagai berikut : 

1) Dilaksanakan oleh juru sita/juru sita pengganti yang sah. Dengan 

catatan juru sita/juru sita pengganti hanya berwenang untuk 

melaksanakan tugasnya di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama 

yang bersangkutan; 

2) Dilaksanakan langsung oleh pribadi yang dipanggil ditempat 

tinggalnya. Apabila tidak dijumpai ditempat tinggalnya maka panggilan 

disampaikan kepada Kepala desa/Lurah setempat. Apabila yang 

dipanggil telah meninggal dunia maka dapat disampaikan kepada 

keluarga atau ahli warisnya. Apabila yang dipanggil tidak diketahui 

tempat tinggalnya, maka dapat disampaikan kepada Bupati atau Wali 

Kota setempat yang akan diumumkan pada papan persidangan tersebut. 

Apabila yang dipanggil berada di Luar Negeri maka panggilan dapat 

disampaikan kepada Perwakilan Republik Indonesia setempat melalui 

Departemen Luar Negeri Republik Indonesia di Jakarta. Panggilan 

kepada tergugat dilampiri surat gugatan; 

3) Jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan harus memenuhi 

tenggang waktu yang patut, yaitu sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari 

kerja (hari libur tidak termasuk). 
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Mengenai perkara perceraian telah diatur secara khusus mekanisme 

pemanggilannya, yaitu diatur pada Pasal 26 sampai dengan Pasal 29 Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai berikut : 

1) Setiap kali diadakan sidang Pengadilan yang memeriksa perkara 

perceraian, baik suami maupun isteri atau kuasanya akan dipanggil 

untuk menghadiri sidang tersebut; 

2) Panggilan dilakukan oleh jurusita/jurusita pengganti yang sah; 

3) Panggilan disampaikan langsung kepada pribadi yang bersangkutan. 

Apabila yang bersangkutan tidak dapat dijumpainya, panggilan 

disampaikan melalui Lurah atau yang dipersamakan dengan itu; 

4) Panggilan disampaikan secara patut dan harus sudah diterima oleh 

suami ataupun isteri atau kuasanya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari 

kerja sebelum sidang dibuka; 

5) Panggilan kepada Tergugat/Termohon dilampiri salinan surat 

gugatan/permohonan; 

6) Apabila Tergugat/Termohon tempat kediamannya tidak jelas atau tidak 

diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, panggilan 

dilakukan dengan cara : 

a) Menempelkan gugatan/permohonan atau surat panggilan pada 

papan pengumuman Pengadilan Agama; dan 

b) Mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau 

media masa lain yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama. 
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7) Pengumuman melalui surat kabar atau mass media lain tersebut 

dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan 

antara pengumuman pertama dan kedua. 

Tenggang waktu antara panggilan terakhir dengan persidangan 

ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan. 

2.9 Pemeriksaan Perkara Dalam Persidangan 

2.9.1 Sidang Pertama 

Sidang pertama adalah sidang yang akan dimulai untuk pertama kalinya 

yang sesuai dengan yang tertera pada surat penetapan hari sidang yang 

ditetapkan oleh Ketua Majelis, dan sesuai dengan surat panggilan yang 

disampaikan kepada Penggugat/Pemohon. Pada pelaksanaan sidang pertama 

dapat ditemukan beberapa kemungkinan, seperti berikut ini (Mujahidin, 2012: 

150-153): 

a. Penggugat/Pemohon Tidak Hadir, Sedang Tergugat/Termohon Hadir. 

Apabila Penggugat/Pemohon tidak hadir sedang 

Tergugat/Termohon hadir, maka Hakim dapat menyatakan bahwa 

gugatan dinyatakan gugur atau dapat menunda persidangan sekali lagi 

untuk memanggil Penggugat/Pemohon. Apabila Penggugat/Pemohon 

telah dipanggil sekali lagi namun tetap tidak hadir dalam persidangan 

maka Hakim dapat menetapkan bahwa gugatan dinyatakan gugur atau 

menunda lagi persidangan dengan memanggil lagi 

Penggugat/Pemohon atas persetujuan dari Tergugat/Termohon. 
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Gugatan/Permohonan Penggugat/Pemohon dapat dinyatakan gugur 

apabila : 

1) Penggugat/Pemohon telah dipanggil dengan patut dan resmi; 

2) Penggugat/Pemohon tidak hadir dalam persidangan dan tidak 

menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya serta 

menjelaskan bahwa ketidakhadirannya itu karena alasan yang 

sah; dan 

3) Tergugat/Termohon hadir dalam sidang dan mohon putusan. 

Apabila Penggugat/Pemohon lebih dari seorang, kemudian 

sebagian dari mereka ada yang tidak hadir, maka gugatan/permohonan 

tidak dapat digugurkan melainkan harus diperiksa seperti biasa. Dapat 

diputus gugur jika para Penggugat/Pemohon tersebut tidak hadir 

semua. 

b. Tergugat/Termohon Tidak Hadir, Sedang Penggugat/Termohon Hadir. 

Apabila dalam sidang pertama Tergugat/Termohon tidak hadir, 

sedang Penggugat/Pemohon hadir maka Hakim dapat menunda 

persidangan untuk memanggil Tergugat/Termohon sekali lagi atau 

menjatuhkan putusan Verstek, karena Tergugat/Termohon dinilai 

ta’azzuz atau tawari atau ghaib. 

Apabila Tergugat/Termohon telah dipanggil sekali lagi namun 

tetap tidak hadir maka Hakim dapat menjatuhkan putusan Verstek. 

Putusan verstek dapat dijatuhkan apabila (Arto, 2011 : 87) : 
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1) Tergugat/Termohon telah dipanggil secara patut dan resmi; 

2) Tergugat/Termohon tidak hadir dalam sidang dan tidak 

menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya serta tidak 

menjelaskan bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh 

sesuatu alasan yang sah; dan 

3) Penggugat/Pemohon hadir dalam sidang dan  mohon putusan. 

Apabila hal tersebut terjadi maka Hakim menasehati Penggugat 

untuk mencabut kembali gugatannya, apabila tidak berhasil 

maka gugatannya dibacakan. Kemudian apabila Penggugat tetap 

mempertahankan gugatannya maka Hakim dapat menjatuhkan 

putusan diluar hadirnya Tergugat/Termohon (verstek). 

Putusan verstek dijatuhkan tanpa harus adanya pembuktian dari 

dalil-dalil yang dinyatakan dalam gugatan oleh Penggugat/Termohon, 

karena tak dibantah oleh Tergugat/Termohon, kecuali perkara 

perceraian yang memang harus dibuktikan terlebih dahulu dalil-dalil 

gugatannya (alasan perceraian). Tuntutan Penggugat/Pemohon dapat 

dikabulkan dalam putusan verstek selama beralasan dan tidak 

melawan hak. Apabila gugatan tersebut tidak beralasan dan melawan 

hukum maka Hakim dapat menjatuhkan putusan verstek dengan 

pernyataan bahwa gugatan Penggugat/Pemohon tidak diterima. 

Setelah dijatuhi putusan verstek dan ternyata Tergugat/Termohon 

tidak terima dengan putusan verstek tersebut, maka 

Tergugat/Termohon dapat mengajukan verzet (perlawanan) terhadap 
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putusan verstek tersebut. Apabila Tergugat/Termohon mengajukan 

verzet maka para pihak dipanggil kembali ke persidangan. 

c. Tergugat Tidak Hadir Tetapi Mengirimkan Surat Jawaban. 

Apabila Tergugat tidak hadir dalam persidangan tetapi 

mengirimkan surat jawaban,  maka surat jawaban tersebut dianggap 

tidak pernah ada, kecuali jika surat tersebut berisi perlawanan 

(eksepsi) bahwa Pengadilan Agama yang bersangkutan tidak 

berwenang mengadilinya. Apabila eksepsi tersebut diterima oleh 

Hakim maka Hakim menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima 

dengan alasan bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang. 

d. Kedua Belah Pihak Tidak Hadir dalam Persidangan 

Apabila Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon tidak hadir 

dalam persidangan pertama, maka sidang harus ditunda dan para pihak 

dipanggil kembali sampai dapat dijatuhi putusan gugur atau verstek 

atau perkara dapat diperiksa. 

e. Kedua Belah Pihak Hadir Semua dalam Persidangan 

Apabila semua pihak hadir maka Hakim dapat mendamaikan para 

pihak terlebih dahulu sebelum sidang dimulai. 

2.9.2 Upaya Perdamaian 

Menurut HIR upaya damai dilakukan oleh Hakim dalam sidang pertama 

sebelum pembacaan surat gugatan. Anjuran damai pada permulaan sidang 
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pertama bersifat mutlak atau wajib dilakukan dan dicantumkan dalam Berita 

Acara Persidangan. Apabila terjadi perdamian maka dibuatkanlah akta 

perdamaian dimuka pengadilan dan kekuatannya sama dengan putusan. 

Terhadap perkara yang sudah terjadi perdamaian diatas maka tidak boleh 

diajukan gugatan kembali, kecuali terhadap perkara baru (Rasyid, 2006: 99-

100). 

2.9.3 Penundaan Hari Sidang 

Apabila suatu perkara tidak dapat diselesaikan pada sidang pertama maka 

pemeriksaan sidang tersebut dapat diundur pada hari berikutnya. 

Pengunduran sidang tersebut tetap berpegang pada asas pemeriksaan dan 

penyelesaian perkara dengan cara cepat. Pengunduran sidang harus 

diumumkan dan dikonfirmasi kedua belah pihak dihadapan persidangan hari 

itu. Pengumuman tersebut merupakan panggilan resmi kepada pihak yang 

hadir untuk menghadiri persidangan berikutnya tanpa dipanggil lagi. 

Bagi pihak yang tidak hadir dalam persidangan itu, maka Hakim Ketua 

Majelis persidangan perkara tersebut memerintahkan kepada juru sita untuk 

memberitahukan bahwa pihak yang tidak hadir supaya mengikuti sidang 

berikutnya. Perintah tersebut harus dimuat dalam Berita Acara Persidangan 

(BAP). Kacuali karena sesuatu hal, Hakim belum bisa menetapkan sidang 

berikutnya, maka Hakim menetapkan dalam BAP bahwa “persidangan 

ditunda dan akan dilanjutkan lagi pada hari, tanggal yang akan ditetapkan 

kemudian”. 
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2.9.4 Hak Ingkar 

Apabila dalam suatu persidangan, antara Hakim dengan salah satu pihak 

terdapat hubungan darah, semenda sampai derajat ketiga, ataupun hubungan 

suami isteri meskipun telah bercerai, maka pihak yang diadili mempunyai hak 

ingkar terhadap Hakim yang mengadili tersebut. Hakim tersebut juga wajib 

mengundurkan diri dari persidangan meskipun para pihak tidak mengajukan 

permohonan hak ingkar. Hal ini untuk menjamin peradilan yang obyektif dan 

tidak memihak. 

2.9.5 Perubahan Gugatan dan Pencabutan Gugatan 

Perubahan dan/atau penambahan gugatan dapat dilakukan namun tidak 

boleh sedemikian rupa sehingga mengubah dasar pokok gugatan dan menjadi 

lain dari materi yang menjadi sebab perkara antara kedua belah pihak. 

Perubahan dan/atau penambahan gugatan tersebut diperkenankan asal 

diajukan pada sidang pertama yang mana para pihak telah hadir dan mendapat 

persetujuan dari pihak lawan guna pembelaan kepentingannya. 

Gugatan dapat dicabut apabila belum diperiksa, namun apabila perkara 

tersebut telah diperiksa dan Tergugat telah mengajukan jawabannya, maka 

untuk mencabut gugatan tersebut haruslah mendapat persetujuan dari pihak 

Tergugat terlebih dahulu. Setelah perkara dicabut maka Hakim membuat 

surat “Penetapan” perkara telah dicabut. Kemudian pencabutan tersebut 

dicatat dalam Register Induk Perkara. Apabila pencabutan dilakukan dalam 

sidang maka dicatat dalam kolom amar putusan dalam register, dan berlaku 

sebagai putusan Hakim (Arto, 2011 : 98-99). 
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2.9.6 Jawaban Tergugat 

Setelah pembacaan gugatan dan Penggugat tetap mempertahankan 

gugatannya, maka selanjutnya giliran Tergugat untuk menyampaikan 

jawabannya. Jawaban Tergugat dapat disampaikan secara tertulis maupun 

secara lisan. Tergugat juga dapat hadir sendiri di dalam persidangan dan/atau 

dapat diwakili oleh kuasa hukumnya. Apabila Tergugat tidak hadir dan tidak 

ada yang mewakili, meskipun Tergugat mengirimkan Jawabannya, maka 

jawaban tersebut dianggap tidak pernah ada. Kecuali dalam hal jawaban 

berupa eksepsi bahwa Pengadilan Agama yang bersangkutan tidak berwenang 

mengadili perkara tersebut (Mujahidin, 2012 : 157). 

Penyampaian jawaban oleh Tergugat dapat terjadi beberapa kemungkinan 

sebagai berikut (Arto, 2011 : 100) : 

a. Eksepsi (tangkisan); 

b. Mengaku bulat-bulat; 

c. Mungkir mutlak (membantah); 

d. Mengaku dengan klausula; 

e. Referte; dan 

f. Rekonpensi (gugat balik). 

2.9.7 Replik Penggugat 

Setelah Tergugat menyampaikan jawabannya, maka giliran Penggugat 

untuk memberikan tanggapan atas jawaban Tergugat (Replik). Replik dapat 

disampaikan sendiri oleh Penggugat atau oleh Kuasa Hukumnya. Biasanya 

dalam penyampaian replik ini Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil 
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gugatannya, namun juga tidak menutup kemungkinan Penggugat merubah 

sikap dengan membenarkan jawaban Tergugat. 

2.9.8 Duplik 

Duplik disampaikan oleh Tergugat untuk menanggapi replik Penggugat. 

Biasanya Tergugat tetap mempertahankan jawabannya dalam penyampaian 

duplik ini. Replik dan Duplik dapat diulang sampai ada titik temu antara 

Penggugat dan Tergugat, dan/atau dirasa cukup oleh Hakim. 

2.9.9 Pembuktian 

Pada tahap pembuktian, kedua belah pihak diberikan kesempatan untuk 

mengajukan bukti-bukti yang dapat memperkuat dalil-dalil yang telah mereka 

ajukan dalam persidangan. Bukti-bukti tersebut dapat berupa bukti surat, 

dokumen, maupun bukti saksi. 

2.9.10 Kesimpulan Para Pihak 

Setelah kedua belah pihak selesai mengajukan semua bukti-bukti yang 

mereka miliki, dan setelah melewati seluruh hasil pemeriksaan selama sidang 

berlangsung, maka sampailah pada penyampaian kesimpulan dari masing-

masing pihak. 

2.9.11 Putusan atau Penetapan Hakim 

Setelah seluruh proses pemeriksaan persidangan dilalui, maka tiba 

waktunya bagi Hakim untuk memberikan putusan atau penetapan bagi pihak 

yang berperkara. Putusan tersebut merumuskan duduk perkara dan 
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pertimbangan hukum dan/atau pendapat Hakim disertai alasan-alasannya dan 

dasar hukumnya, kemudian diakhiri dengan putusan Hakim atas perkara yang 

diperiksa tersebut (Arto, 2011 : 109). 

2.10 Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu 

Pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan 

Agama meliputi layanan pembebasan biaya perkara, sidang diluar gedung 

pengadilan, dan Posbakum Pengadilan di lingkungan Peradilan Agama. Masing-

masing dari hal tersebut diatas akan dijelaskan dibawah ini : 

2.10.1 Layanan Pembebasan Biaya Perkara 

Pasal 1 (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 

Tahun 2014 menyebutkan bahwa : Layanan pembebasan biaya perkara 

adalah negara menanggung biaya proses berperkara di pengadilan sehingga 

setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi 

dapat berperkara secara cuma-cuma. 

Layanan pembebasan biaya perkara dapat diberikan pada tingkat 

pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, dan pada tingkat peninjauan 

kembali. Pemberian layanan pembebasan biaya perkara dapat dilaksanakan 

sesuai kebutuhan di setiap tahun anggaran kepada orang atau sekelompok 

orang yang tidak mampu. Tidak mampu secara ekonomi dapat dibuktikan 

dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau dokumen lainnya 

yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin yang dikeluarkan oleh 
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Lurah/Kepala Desa/instansi lain yang berwenang untuk memberikan 

keterangan tidak mampu. 

2.10.2 Posbakum Di Pengadilan 

Pasal 1 (6) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 

Tahun 2014 menyebutkan bahwa : 

Posbakum Pengadilan adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada 

setiap Pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum 

berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum yang dibutuhkan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang 

Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan 

Peradilan Tata Usaha Negara. 

Posbakum pengadilan dapat diberikan kepada orang/sekelompok orang 

yang bertindak sebagai Penggugat/Pemohon, atau Tergugat/Termohon, atau 

Terdakwa, atau Saksi yang dikategorikan sebagai masyarakat tidak mampu. 

Ketidakmampuan tersebut dibuktikan dengan melampirkan Surat 

Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau dokumen lainnya yang berkaitan 

dengan daftar penduduk miskin yang dikeluarkan oleh Lurah/Kepala 

Desa/instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak 

mampu. Apabila pemohon layanan Posbakum tidak dapat melampirkan 

dokumen-dokumen tersebut maka Pemohon harus melampirkan surat 

pernyataan tidak mampu membayar jasa avokat yang dibuat dan 

ditandatangani oleh Pemohon dan disetujui oleh petugas Posbakum 

Pengadilan. 
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2.10.3 Sidang Di Luar Gedung Pengadilan 

Pasal 1 (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 

Tahun 2014 menyebutkan bahwa : 

Sidang di luar gedung pengadilan adalah sidang yang dilaksanakan 

secara tetap, berkala atau sewaktu-waktu oleh Pengadilan di suatu 

tempat yang ada di dalam wilayah hukumnya tetapi di luar tempat 

kedudukan gedung Pengadilan dalam bentuk Sidang Keliling atau 

Sidang di Tempat Sidang Tetap. 

Tujuan dari sidang di luar gedung pengadilan diantaranya sebagai 

berikut (Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung Republik 

Indonesia Urusan Lingkungan Pengadilan Agama Nomor 01/SK/TUADA-

AG/I/2013) : 

1. Memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat pencari 

keadilan dalam mendapatkan pelayanan hukum dan keadilan; 

2. Mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan; 

3. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum syar‟iah 

Islam yang penegakannya menjadi tugas gan fungsi serta wewenang 

Pengadilan. 

Pada dasarnya pelaksanaan sidang di luar gedung Pengadilan (sidang 

keliling) sama dengan sidang biasa di gedung Pengadilan baik dari aspek 

penerapan hukum acara, administrasi maupun teknis peradilan. 

Perbedaannya adalah pada aspek pelayanan kepada pencari keadilan. Pada 

penentuan sidang keliling dikenal istilah sidang keliling tetap dan sidang 

keliling insidentil : 
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1. Sidang Keliling Tetap 

Sidang keliling tetap adalah sidang keliling yang dilaksanakan secara 

berkala di suatu tempat yang telah ditetapkan dan diadakan secara rutin 

dalam setiap tahun (Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung 

Republik Indonesia Urusan Lingkungan Pengadilan Agama Nomor 

01/SK/TUADA-AG/I/2013). 

Kriteria yang dijadikan pertimbangan dalam penentuan sidang keliling 

adalah sebagai berikut : 

1) Daerah terpencil, artinya daerah yang jauh dari lokasi kantor 

pengadilan di wilayah kabupaten/kota dimana gedung pengadilan 

tersebut berkedudukan; 

2) Daerah kabupaten lain yang belum ada kantor pengadilan, yang 

masih dalam wilayah yurisdiksinya; 

3) Daerah yang fasilitas sarana transportasinya sangat sulit tejangkau; 

4) Daerah yang lokasinya jauh dan sulit sehingga mengakibatkan 

tingginya biaya pemanggilan ke wilayah tersebut; 

5) Perkara masuk dari wilayah tersebut berdasarkan data perkara 

selama 3 (tiga) tahun terakhir. 

Penetapan sidang keliling tetap dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi 

Agama setelah mendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal Badan 
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Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia atas usul Ketua 

Pengadilan setempat. 

2. Sidang Keliling Insidentil 

Sidang keliling insidentil adalah sidang keliling yang dilakukan 

sewaktu-waktu diluar sidang keliling tetap atas permintaan atau usul dari : 

a. Masyarakat setempat; 

b. Pemerintah daerah setempat atau Kepala desa/Kelurahan; 

c. Instansi pemerintah lainnya; 

d. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mewakili masyarakat 

setempat; dan 

e. Perguruan Tinggi di daerah hukum Pengadilan setempat. 

Penentuan kriteria sidang keliling insidentil sama dengan sidang 

keliling tetap. Keputusan sidang keliling insidentil ditentukan oleh Ketua 

Pengadilan dengan tembusan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan 

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik 

Indonesia. 

Pelaksanaan sidang keliling berpedoman pada Keputusan Ketua Muda Urusan 

Lingkungan Peradilan Agama dan Sekretaris Mahkamah Agung Republik 

Indonesia Nomor 04/TUADA-AG/II/2011 dan Nomor 020/SEK/SK/II/2011 

tanggal 21 Februari 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Hukum tersebut 

diatur pula mengenai pelaksaan sidang keliling, yakni pada bab III mengenai 

Penyelenggaraan Sidang Keliling pada Pasal 6 diatur sebagai berikut : 
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1. Ketua Pengadilan Agama membuat perencanaan, pelaksanaan dan sekaligus 

pengawasan sidang keliling selama satu tahun sesuai kebutuhan; 

2. Sidang keliling dilaksanakan berdasarkan keputusan Ketua Pengadilan Agama 

yang menyebutkan lokasi, waktu dan petugas/pejabat yang melaksanakan 

tugas; 

3. Ketua Pengadilan Agama harus mengatur jumlah perkara yang ditangani 

dalam satu kali sidang keliling untuk menjamin efektifitas dan efisiensi 

pelaksanaannya; 

4. Ketua Pengadilan Agama melakukan koordinasi dengan pejabat dan pihak 

terkait agar pelaksanaan sidang keliling berjalan secara efektif dan efisien 

dengan tetap menjaga independensi dan martabat lembaga pengadilan; 

5. Proses penanganan perkara dalam sidang keliling tidak boleh menyalahi 

hukum acara yang berlaku; 

6. Pelaksanaan mediasi dapat dilakukan di lokasi sidang keliling, namun 

pelaksanaannya tetap berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 

Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan; 

7. Pendaftaran perkara dilakukan oleh pihak yang bersangkutan atau oleh 

kuasanya dengan menggunakan surat kuasa khusus; 

8. Penerimaan perkara baru dapat dilakukan di lokasi sidang keliling; 
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9. Permohonan berperkara secara prodeo di lokasi sidang keliling tetap 

berpedoman kepada petunjuk pelaksanaan tentang perkara prodeo; 

10. Petugas sidang keliling terdiri dari sekurang-kurangnya satu majelis Hakim, 

satu panitera pengganti, dan satu petugas administrasi; 

11. Dalam hal-hal tertentu, sidang keliling mengikutsertakan Hakim mediator; 

12. Mekanisme pembayaran dan pertanggungjawaban keuangan sidang keliling 

mengacu kepada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian 

Keuangan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2005. 

Sidang keliling dapat dilaksanakan di Kantor Pemerintah (Kecamatan, 

Kelurahan), Gedung milik Pengadilan Negeri, Kantor Perwakilan Negara 

Republik Indonesia di Luar Negeri, maupun tempat/gedung lainnya.  

Apabila ada suatu perkara yang disidangkan melalui sidang keliling namun 

anggaran DIPA untuk anggaran pelaksanaan sidang keliling tersebut telah habis, 

sedangkan pemeriksaan perkara yang disidangkan dalam sidang keliling belum 

selesai, maka pemeriksaan dilanjutkan di Pengadilan Agama dimana Pengadilan 

Agama tersebut berkedudukan. Sehingga sidang keliling tidak setiap saat ada, 

hanya dalam kurun waktu tertentu menyesuaikan besaran anggaran DIPA untuk 

sidang keliling, dan banyaknya perkara yang diselesaikan dalam sidang keliling. 
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BAB 3 

METODOLOGI PENELITIAN 

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi serta seni (Ali, 2009 : 17). Penelitian ini menggunakan 

metode sebagai berikut: 

3.1 Jenis Penelitian 

Bogdan dan Taylor (Moleong, 2007 : 3) mengemukakan bahwa metodologi 

kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada 

metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. 

Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. 

Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah instrumen kunci. Dimana yang 

menjadi kajian dalam penelitian ini adalah penyelenggaraan Pelaksanaan Sidang 

Keliling berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan (Studi 

Kasus di Pengadilan Agama Purwodadi).  

3.2 Pendekatan penelitian 

Metode pendekatan adalah cara bagaimana memperlakukan pokok 

permasalahan dalam rangka mencari pemecahan berupa jawaban-jawaban dari 

permasalahan serta tujuan penelitian (Hanitijo, 1982 : 3). Metode yang digunakan 
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penulis adalah metode pendekatan yuridis empiris yaitu suatu metode pendekatan 

yang menekankan pada teori-teori/rumusan/aturan hukum (hukum positif) yang 

berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan kemudian menghubungkan 

dengan kenyataan yang ada mengenai Pelaksanaan Sidang Di Luar Gedung 

Pengadilan di Pengadilan Agama Purwodadi. 

3.3 Sumber Data 

Obyek penelitian ini adalah pelaksanaan Sidang Di Luar Gedung Pengadilan 

di Pengadilan Agama Purwodadi. Adapun sumber data dalam penelitian ini 

adalah: 

a. Data Primer 

Adapun sumber data primer yang dijadikan key informan adalah 

hakim, panitera atau petugas lain yang bertugas pada pelaksanaan sidang 

keliling. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder yang dibutuhkan sebagai data pendukung, meliputi data 

perkara yang diterima dalam sidang keliling, data perkara yang telah 

diputus dalam sidang keliling, peraturan perundang-undangan yang 

mendukung, serta buku-buku yang berkaitan dengan pokok bahasan dalam 

skripsi ini. Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan 

pelaksanaan sidang keliling yang dijadikan sebagai sumber data skunder 

adalah: 
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1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 

Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi 

Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan. 

2) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 10 Tahun 2010 Tentang 

Pedoman Pemberian Bantuan Hukum. 

3) Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia 

Urusan Lingkungan Peradilan Agama Nomor : 01/SK/TUADA-AG/I/2013 

tentang Pedoman Sidang Keliling Di Lingkungan Peradilan Agama. 

4) Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai 

berikut: 

a. Metode Wawancara (Interview) 

Wawancara (Interview) adalah proses memperoleh keterangan untuk 

tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara 

penanya dengan penjawab (responden) dengan menggunakan alat yang 

dinamakan interview guide (panduan wawancara). (Nazir, 2009 : 194). 

Wawancara ini penulis lakukan dengan hakim yang bertugas melaksanakan 

sidang keliling di lingkungan hukum Pengadilan Agama Purwodadi (Drs. 

Ahmad Zuhdi, M.Hum.), Panitera Pengganti dalam sidang keliling (Hj. Sri 

Yuwati, RB, S.Ag), bagian meja satu (Sunarto, S.Sos., MH) yang bertugas 

dalam proses pendaftaran perkara pada sidang keling. 

b. Metode Dokumentasi 
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Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel 

yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen 

rapat, legger, agenda, makalah dan sebagainya. (Arikunto, 2006 : 231) 

Dokumentasi ini digunakan untuk menggali data tentang berapa banyak 

perkara yang diterima dan data perkara yang diputus dalam sidang keliling 

yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Purwodadi. 

c. Observasi 

Metode observasi yaitu metode yang digunakan atau biasa diartikan 

sebagai pengamatan langsung terhadap fenomena-fenomena yang diteliti. 

(Hadi, 2004 : 151). Penulis melakukan observasi lapangan terhadap 

pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan di Kecamatan Gubug pada 

Jumat, 3 Oktober 2014. 

3.5 Objektivitas dan Keabsahan Data 

Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi karena 

penulis melakukan pendekatan sosiologis dengan responden secara langsung. 

Adapun pengertian teknik “triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data 

yang memanfaatkan sesuatu yang diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau 

sebagai pembanding terhadap data itu”. (Moleong, 2002 : 178) 

Teknik triangulasi yang digunakan oleh peneliti adalah pemeriksaan melalui 

sumber lainnya yang dapat dicapai dengan jalan : 

1. membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara. 
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2. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan. 

 

Sumber data berasal dari pedoman wawancara dengan isi dokumen yang 

berkaitan. Tujuannya agar didapatkan hasil penelitian yang diharapkan sesuai 

dengan fokus penelitian. 

3. Membandingkan teori keterangan yang sudah dilakukan dengan 

pelaksanaan dengan praktek. 

 

Teknik triangulasi membandingkan hasil teori keterangan yang dilakukan 

dibandingkan antara pelaksanaan dalam praktek. 

Sumber data 

teori 

pelaksanaan 

Sumber data 

wawancara 

dokumen 

Sumber data 

pengamatan 

wawancara 
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3.6 Metode Analisis Data 

Dalam menganalisis skripsi ini penulis menggunakan metode deskriptif 

analisis, proses analisis dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari 

berbagai sumber, yaitu wawancara, dokumentasi dan data yang diperoleh dari 

pustaka. Kemudian mengadakan reduksi data yaitu data-data yang diperoleh di 

lapangan dirangkum dengan memilih hal-hal yang pokok serta disusun lebih 

sistematis sehingga menjadi data-data yang benar-benar terkait dengan pokok 

bahasan. Deskriptif analisis yaitu mendiskripsikan pelaksanaan, dalam hal ini 

difokuskan pada pelaksanaan sidang keliling yang dilaksanakan di wilayah hukum 

Pengadilan Agama Purwodadi.  

Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji bahan-bahan hukum sekaligus 

juga mengidentifikasikan berbagai peraturan yang berkaitan dengan sidang 

keliling, serta dengan bagaimana implementasi aturan hukum tersebut di 

Pengadilan Agama Purwodadi. Analisis mengenai permasalahan yang diangkat 

dalam penelitian ini, dilakukan dengan cara menganalisis permasalahan yang ada 

di lapangan, selanjutnya akan dikaji dengan dikaitkan dengan peraruran 

perundang-undangan yang berlaku. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya 

akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan 

apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti yaitu implementasi sidang 

keliling berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di 

Pengadilan. Dari hasil tersebut kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan 
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jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Apabila disusun 

menjadi sebuah bagan, menjadi sebagai berikut:  

 

Model Analisis Interaktif : Miles dan Huberman 
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data 

Kesimpulan-kesimpulan: 

Penarikan/verifikasi 

Reduksi 

data 

Ghony , 2012 : 308 
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BAB 5 

PENUTUP 

3. Simpulan 

1. Pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan oleh Pengadilan Agama 

Purwodadi telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 

Tahun 2014. Hanya di Pengadilan Agama Purwodadi tidak memberi 

fasilitas prodeo seperti yang tercantum di Peraturan Mahkamah Agung 

Nomor 1 Tahun 2014. 

2. Permasalahan yang dihadapi oleh Pengadilan Agama Purwodadi dalam 

melaksanakan sidang di luar gedung pengadilan adalah ketika terdapat 

kekeliruan penempatan lokasi sidang pada tahun anggaran 2014, 

sedangkan kendala yang dihadapi adalah ketika ada perkara tabayun, 

baik dalam proses pemanggilan pihak maupun dalam proses pemeriksaan 

yang para pihaknya telat. Upaya penyelesaian yang dilakukan oleh 

Pengadilan Agama Purwodadi untuk mengatasi kesalahan penempatan 

lokasi sidang tersebut adalah membenahi kembali administrasi perkara 

yang masuk. Adapun untuk upaya penyelesaian terhadap perkara tabayun 

adalah mengirim kembali surat panggilan ke Tergugat melalui 

Pengadilan yang berkedudukan didomisili Tergugat dan berwenang 

memanggilnya. 
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4. Saran 

1. Pelaksanaan sidang diluar gedung pengadilan akan lebih baik jika 

penggiliran tempatnya dilakukan dua bulan sekali bukan satu tahun 

sekali. Hal itu akan lebih menguntungkan masyarakat, dan filosofi sidang 

di luar gedung pengadilan (sidang keliling) akan tersampaikan. 

2. Pengadilan Agama Purwodadi bisa memberi fasilitas prodeo bagi 

masyarakat tidak mampu dalam pelaksanaan sidang di luar gedung 

pengadilan. Kemudian disediakan fasilitas tabayun online pada 

Pengadilan Agama Purwodadi, sehingga dalam proses pemanggilan para 

pihak melalui Pengadilan Agama lain jauh lebih mudah dan cepat. Dapat 

juga menghubungi pihak melalui nomor handphone nya (apabila 

diketahui) disamping mengirimkan surat panggilan secara resminya, 

sehingga apabila pihak kesulitan untuk menemukan lokasi sidang di luar 

gedung pengadilan dapat menghubungi pihak Pengadilan  Agama 

Purwodadi. 
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Gb. 1. Tempat pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan Pengadilan Agama 

Purwodadi Tahun anggaran 2014. 

 

  

 

Gb. 2,3,4. dekorum ruang sidang, sidang di luar gedung pengadilan Pengadilan 

Agama Purwodadi tahun anggaran 2014. 
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Gb.5 petugas penyelenggara sidang di luar gedung pengadilan pada Pengadilan 

Agama Purwodadi, Jumat, 3 Oktober 2014. 

 

 

  

Gb. 6,7 para pihak dan saksi yang menunggu panggilan untuk masuk sidang, pada 

pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan hari Jumat, 3 Oktober 2014. 
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Gb. 8. Tempat pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan tahun anggaran 

2015 di Kecamatan Pulokulon. 

 

 

 

Gb. 9 Ruang 1 sidang di luar gedung pengadilan Tahun Anggaran 2015 di 

Kecamatan Pulokulon 
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Gb. 10. Ruang 1 sidang di luar gedung pengadilan Tahun Anggaran 2015 di 

Kecamatan Pulokulon (tampak depan) 

 

 

 

Gb. 11. Ruang 2 sidang di luar gedung pengadilan Tahun Anggaran 2015 di 

Kecamatan Pulokulon (tampak kanan) 

 



124 

 

 

 

 

Gb. 12. Ruang 2 sidang di luar gedung pengadilan Tahun Anggaran 2015 di 

Kecamatan Pulokulon (tampak kiri) 

 

 

 

Gb. 13. Ruang 2 sidang di luar gedung pengadilan Tahun Anggaran 2015 di 

Kecamatan Pulokulon (tampak depan) 
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